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ABSTRAK 

Erika Agustina Pratiwi. 2020. Penelitian dengan judul “Analisis Keefektifan 

Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan 
Masyarakat Pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa 
dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui bidang 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan 
Stabat Kabupaten Langkat serta untuk mengetahui tingkat keefektifan 
pemanfaatan dana desa dibidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan 
masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada 
tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Data yang mendukung penelitian ini 
yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan 
menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan tingkat 
kesejahteraan masyarakat belum terlaksana dikarenakan prioritas penggunaan 
dana desa di Desa Karang Rejo pada tahun 2017-2019 yaitu pembangunan 
infrastruktur. Hasil penelitian selanjutnya yaitu  menyatakan bahwa tingkat 
keefektifan pemanfaatan dana desa dibidang pembangunan, pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten 
Langkat sudah efektif karena sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 
dan mencapai tujuan dengan baik. 

Kata Kunci: Dana desa, Pembangunan Desa, Kesejahteraan Masyarakat dan 
Efektifitas 
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ABSTRACT 

Erika Agustina Pratiwi. 2020. Research with the title "Analysis of the 
Effectiveness of the Utilization of Village Funds in Increasing Development and 
Community Welfare in Karang Rejo Village, Stabat District, Langkat Regency". 
This study aims to determine how the management of village funds in improving 
the level of community welfare through the field of development and community 
empowerment in Karang Rejo Village, Stabat District, Langkat Regency and to 
determine the effectiveness of the utilization of village funds in the field of 
development, fostering and community empowerment in Karang Rejo Village, 
Stabat District Graduated in 2017-2019. This research uses descriptive 
qualitative research methods. Data collection techniques used in this study are 
observation, literature study and interviews. Data supporting this research are 
primary data and secondary data. The results of the research that have been 
carried out state that the management of village funds in improving the level of 
community welfare has not been carried out due to the priority of the use of 
village funds in Karang Rejo Village in 2017-2019 namely infrastructure 
development. The results of subsequent studies are stating that the effectiveness of 
the utilization of village funds in the field of development, fostering and 
community empowerment in Karang Rejo Village, Stabat District, Langkat 
Regency has been effective because it is in accordance with established 
regulations and achieves goals well. 

Kay Words: Village  Funds, Village Development, Public Welfare and 
Effectiveness. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Desa merupakan bagian terkecil dari suatu negara. Dalam Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam hal ini desa diberikan wewenang untuk 

mengurus rumah tangga sendiri dan membantu pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pembangunan daerah. Tujuan diberikan wewenang ini yaitu untuk 

membentuk pemerintahan yang baik dan mandiri. 

Untuk mengurus dan melaksanakan urusan rumah tangga dalam desa 

diserahkan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa berada pada 

level terbawah dalam struktur kepemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Meskipun berada pada level terbawah dari susunan pemerintahan, desa 

juga memiliki peran yang besar dalam meningkatkan pembangunan dalam daerah. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 67 ayat 2 tentang 

kewajiban desa yaitu: melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta 

kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan
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NKRI, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan 

kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan 

memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.  

Untuk dapat menjalankan kewajibannya tersebut desa diberikan aliran 

pendapatan dari APBN yaitu berupa Dana Desa (DD) . Sesuai dengan Peraturan 

Pemeritah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat 2 Dana desa 

merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang diperuntutkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat 

dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat 

meningkatkan pembangunan di Desa sesusai dengan Nawa Cita ke 3 dari Presiden 

Republik Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.  

Dana desa harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga dapat 

mencapai tujuan pembangunan pada pedesaan. Menurut Supardi (2013:164) 

Efektivitas adalah keterkaitan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan 

derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dan hasil yang dicapai dalam 

pembelajaran. Jadi sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tujuan 

pembangunan pada pedesaan yaitu meningatkan kesejahteraan masyarakat, 

mewujudkan kemandirian masyarakat, menciptakan desa-desa mandiri dan 

berkelanjutan. Dana desa itu sendiri dialirkan untuk pembangunan dan 

pemeliharaan desa diantaranya pembuatan jalan, prasarana kesehatan, sarana 

prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana usaha ekonomi produktif 
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seperti pasar desa, lumbung desa, pembuatan pupuk, dan pengembangan ternak 

dan lain sebagainya yang dapat mendukung pembangunan desa. 

Menurut PP No. 39 tahun 2012 menyatakan bahwa kesejahteraan 

masyarakat yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kunci sukses untuk mensejahterakan 

masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, 

kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan 

apa yang menjadi cita-cita bersama. 

Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tetapi 

butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat. Nominal dana desa 

yang relatif besar menjadi pusat perhatian karena dana desa haruslah dikelola dan 

dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparansi serta akuntebel oleh lembaga 

desa yang berwenang dan memiliki kompetensi serta paham akan tujuan 

dikeluarkannya dana desa. Dalam buku saku dana desa, Dana desa dalam 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara ditentukan 10% dari dan diluar Dana 

Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan 

dialokasikan dengan memperhatikan: Jumlah Penduduk (25%), Angka 

Kemiskinan (35%), Luas Wilayah (10%) dan Tingkat Kesulitan Geografis (30%) 

ini merupakan alokasi formula. Alokasi dasar sebesar 90% ini merupakan porsi 

yang dibagi rata. 

Provinsi Sumatera utara memiliki 33 kabupaten/kota. Kabupaten Langkat 

merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Utara dengan jumlah 

Kecamatan sebanyak 23 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 277 
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desa/kelurahan. Kecamatan Stabat merupakan salah satu kecamatan yang terletak 

dikabupaten Langkat dan juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Langkat. 

Kecamatan Stabat memiliki 6 desa salah satunya yaitu desa Karang Rejo.  

Profil desa Karang Rejo yang dibuat oleh Badan Kemasyarakatan Desa 

menjelaskan bahwa Desa Karang Rejo merupakan desa yang memiliki luas 

wilayah ± 349 Ha dengan batas wilayah sebelah utara dengan desa Kwala 

Begumit, sebelah selatan berbatasan dengan desa Sidomulio, sebelah timur 

berbatasan dengan Tandam Hilir, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Kwala 

Begumit. Desa Karang Rejo terdiri dari 12 Dusun. Masyarakat desa Karang Rejo 

rata-rata bekerja sebagai petani dan berdagang hal ini terjadi karena desa Karang  

Rejo sebagian besar  wilayahnya merupakan dataran. Masyarakat desa Karang 

Rejo pada umumnya beragama islam dan bersuku jawa. Berikut ini data tentang 

kemasyarakatan desa Karang Rejo dari tahun 2017-2019. 

Tabel 1.1 Data Masyarakat tahun 2017-2019 

Tahun 
Jumlah 

penduduk (jiwa) Pendidikan Pekerjaan (jiwa) Pendapatan (Rp) 

2017 11.568 5.957 426 2.000.000 

2018 11.860 6.134 824 2.000.000 

2019 12.314 6.443 1.073 2.100.000 

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Karang Rejo tahun 2019 

Tabel 1.1 yang menyajikan data tentang masyarakat desa Karang Rejo dapat 

menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga pada Desa Karang Rejo yang 

dilihat dari jumlah pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup 

pada tahun 2017-2019 dibagi menjadi 5 kelompok  yang memiliki kreteria sebagai 

berikut :  
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Tabel 1.2 Kreteria Tingkat Kesejahteraan Keluarga 

Tingkat 
Kesejahteraan 

Keluarga 
Kriteria Tingkat Kesejahteraan Keluarga 

Keluarga 
prasejahtera 

Keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu dari 6 indikator 
Keluarga sejahtera I atau  indikator kebutuhan dasar keluarga 
(basic needs). 

Keluarga sejahtera I 

Keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator  Keluarga 
sejahtera I, tetapi tidak dapat memenuhi salah satu dari 8 
indikator Keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan 
psikologis (psychological needs). 

Keluarga sejahtera II 

Keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator Keluarga 
sejahtera I dan 8 indikator Keluarga sejahtera II, tetapi tidak 
dapat memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga sejahtera 
III atau indikator kebutuhan pengembangan (develomental 
needs). 

Keluarga sejahtera 
III 

Keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator Keluarga 
sejahtera I, 8 indikator Keluarga sejahtera II, dan 5 indikator 
Keluarga sejahtera III, tetapi tidak dapat memenuhi salah satu 
dari 2 indikator Keluarga sejahtera III+  atau indikator 
aktualisasi diri (self esteem). 

Keluarga sejahtera 
III+ 

Keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator 
Keluarga sejahtera I, 8 indikator Keluarga sejahtera II, 5  
indikator Keluarga sejahtera III, serta 2 indikator Keluaraga  
sejahtera III+. 

Sumber: BKKBN, 2011 

Tabel 1.3 Indikator Tingkat Kesejahteraan Keluarga 

Tingkat 
Kesejahteraan 

Keluarga 
Indikator Tingkat Kesejahteraan Keluarga 

Pra Sejahtera - 
Keluarga sejahtera I 1. Umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.  

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di 
rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.  

3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan 
dinding yang baik.  

4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.  
5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana 

pelayanan kontrasepsi.  
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.  

Keluarga sejahtera II 1. Umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai 
dengan agama dan kepercayaan masing-masing.  

2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga 
makan daging/ikan/telur.  

3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel 
pakaian baru dalam setahun.  

4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni 
rumah.  
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Tingkat 
Kesejahteraan 

Keluarga 
Indikator Tingkat Kesejahteraan Keluarga 

5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga 
dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.  

6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk 
memperoleh penghasilan.  

7. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan 
latin.  

8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan 
alat/obat kontrasepsi.  

Keluarga sejahtera 
III 

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.  
2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang 

atau barang.  
3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu 

sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.  
4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan 

tempat tinggal.  
5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ 

radio/tv/internet.  
Keluarga sejahtera 
III+ 

1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan 
sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.  

2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus 
perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.  

Sumber: BKKBN, 2011 

Berdasarkan  kreteria dan indikator yang telah disebutkan dalam tabel 1.2 

dan 1.3 maka tingkat kesejahteraan keluarga di desa Karang Rejo Kecamatan 

Stabat Kabupaten Langkat tahun 2017-2019 sebagai berikut: 

Tabel 1.4 Tingkat Kesejahteraan Keluarga tahun 2017-2019 

Thn Prasejahtera Sejahtera 1 Sejahtera 2 Sejahtera 3 Sejahtera 3+ 

2017 484 1.894 1.552 1.432 1.380 
2018 484 1.898 1.540 1.399 125 
2019 483 1.902 386 166 24 

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Karang Rejo tahun 2019 

Tabel 1.4 menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat desa Karang 

Rejo mengalami perubahan pada tingkat kesejahteraan dari tahun 2017, 2018 

hingga 2019. Perubahan ini terjadi karena tingkat pendapatan yang diterima oleh 

setiap keluarga hanya mengalami sedikit peningkatan sedangkan kebutuhan 
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keluarga pada setiap tahunnya terus meningkat. Sedangkan menurut PP No. 39 

tahun 2012 menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat yaitu kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat 

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya. Maka dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa. 

 Desa Karang Rejo mendapatkan kucuran Dana Desa dari tahun 2015 hingga 

saat ini. Tahun 2017 Desa Karang Rejo mendapatkan kucuran dana desa sebesar 

Rp. 840.790.000,00. Tahun 2018 sebesar Rp. 705.231.000,00. Dan tahun 2019 

sebesar Rp. 805.735.000,00. Dengan jumlah yang cukup besar maka aparat desa 

harus dapat mengelolanya secara baik sesuai dengan tujuan dicipatakannya dana 

desa yaitu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, menciptakan desa-desa 

mandiri dan berkelanjutan. Dana desa itu sendiri dialirkan untuk pembangunan 

dan pemeliharaan desa diantaranya pembuatan jalan, prasarana kesehatan, sarana 

prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana usaha ekonomi produktif 

seperti pasar desa , lumbung desa , pembuatan pupuk , dan pengembangan ternak. 

Penganggaran Dana Desa pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten 

Langkat pada tahun 2017 hingga 2019 sebagai berikut. 

Tabel 1.5 Penggunaan Dana Desa 

Thn 
Penggunaan Dana Desa 

Jumlah Dana 
Desa 

Sisa 
Penggunaan 

Pembangunan Pembinaan 
Pember
dayaan 

Pembiayaan  

2017 Rp. 797.037.180 - - Rp. 41.955.813 Rp. 840.790.000 Rp. 1.797.007 

2018 Rp. 705.088.930 - - - Rp. 705.231.000 Rp. 142.070 
2019 Rp. 774.510.200 Rp. 31.173.000 - - Rp. 805.735.000 Rp. 51.800 

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Persumberdana Pemerintah Desa Karang Rejo 
tahun 2017-2019 
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Dengan dana desa yang cukup besar pemerintah desa Karang Rejo hanya 

berfokus dalam bidang pembangunan infrastruktur di desa Karang Rejo. Pada 

tahun 2017 dana desa di Desa Karang Rejo hanya digunakan dalam pembangunan 

infrastruktur dan pembiayaan, pada tahun 2018 penggunaan dana desa  hanya 

digunakan pada bidang pembangunan infrastruktur, pada tahun 2019 penggunaan 

dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan bidang pembinaan. 

Sedangkan menurut Peraturan Pemeritah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 

dalam Pasal 1 ayat 2 Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntutkan bagi desa yang 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan 

adanya dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di desa 

sesusai dengan Nawa cita ke 3 dari Presiden Republik Indonesia yaitu 

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka NKRI.  

 Jadi pada setiap tahunnya bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 

belum terlaksana sesuai dengan peruntukan dana desa yang digunakan untuk 

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penentuan 

program yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana desa masyarakat 

sudah turut serta dalam kegiatan penentuan program tersebut melalui musyawarah 

yang dilakukan pada setiap dusun. Dengan jumlah dana desa yang sudah 

tercantum dalam tabel 1.5, aparatur desa Karang Rejo juga menyatakan bahwa 

jumlah tersebut masih belum dapat digunakan secara merata untuk pembangunan 
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pada setiap dusun.  Pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan jumlah 

dana desa yang diterima pada setiap tahun. 

Maka dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Analisis Keefektifan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan 

Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Karang Rejo 

Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”. 

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka masalah yang ditemukan 

yaitu: 

a) Adanya tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang baik 

sehingga kemampuan masyarakat sangat rendah dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

b) Kurangnya dana desa yang diterima oleh pemerintah desa untuk 

menjalankan bidang pembangunan, pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat  sesuai dengan yang teruang dalam PP 

No.8 tahun 2016 membuat pemerintah desa Karang Rejo hanya 

berfokus dalam bidang pembangunan infrastruktur.  

1.2.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas 

maka penelitian ini dibatasi pada persoalan efektivitas pemanfaatan dana 

desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada 

Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tahun 2017-

2019. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas 
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serta menyimpang dari tujuan serta dapat bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu: 

a) Bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat melalui bidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat 

Kabupaten Langkat? 

b) Bagaimana  tingkat keefektifan pemanfaatan dana desa dibidang 

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa 

Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tahun 2017-

2019? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan 

dana desa dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

melalui bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 

Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. 

b) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana  tingkat 

keefektifan pemanfaatan dana desa dibidang pembangunan, 
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pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Rejo 

Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada tahun 2017-2019. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini yaitu: 

a) Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu yang didapat selama 

perkuliahan dan diimplementasikan secara langsung dalam 

penelitian ini. 

b) Sebagai bahan informasi atau acuan bagi peneliti lain dalam 

meneliti dana desa pada tahun berikutnya. 

c) Sebagai masukan atau pertimbangan bagi pemerintah dalam 

meningkatkan program dana desa. 

d) Sebagai masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan dana 

desa. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Siti Zakiah (2019) yang 

berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan 

Desa Di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun 

Anggaran 2017-2018”. Sedangkan penelitian ini berjudul “ Analisis Keefektifan 

Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan 

Masyarakat Pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat”. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang 

terletak pada : 
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a) Variabel penelitian : Variabel dalam penelitian sebelumnya hanya  

memiliki 2 (dua) variabel, variabel pertama yaitu pembangunan dan 

variabel kedua yaitu dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh pelunis saat ini memiliki 4 (empat) variabel, variabel pertama yaitu 

pembangunan,variabel kedua yaitu kesejahteraan masyarakat, variabel 

ketiga yaitu dana desa dan variabel keempat yaitu efektifitas. 

b) Waktu penelitian :  Penelitian sebelumnya dilakukan dari tahun 2017 

-2018. Sedangkan penelitian saat ini dilakukan dari tahun 2017-2019. 

c) Lokasi penelitian : Penelitian sebelumnya dilakukan di Desa 

Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Sedangkan 

penelitian ini dilakukan di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat 

Kabupaten Langkat.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency theory 

Teori keagenan (Agency theory) adalah teori yang menyangkut hubungan 

kontraktual antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Agency theory membahas 

tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (principal) yaitu 

masyarakat yang mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yaitu 

pemerintah untuk melakukan pekerjaan.  

Menurut Asmara tahun 2010 yang dimuat dalam jurnal Aries Iswahyudi, 

dkk tahun 2016 dalam jurnal ilmiah akuntansi Universitas Brawijaya menyatakan 

bahwa hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam teori keagenan yaitu: 

Hubungan keagenan di pemerintahan dengan masyarakat melibatkan 
eksekutif, legislatif dan public. Legislatif mendelegasikan otoritas atau 
kekuasaan kepada eksektutif sebagai ahli agen (expert agent) untuk 
mejalankan suatu tindakan. Legislatif juga berposisi sebagai agen dari 
pemilih atau publik, karena mereka adalah representasi dari publik yang 
diberi kewenangan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana-
dana publik. Publik atau masyarakat adalah prinsipal bagi eksekutif dan 
legislatif, dikatakan bahwa publik disebut juga sebagai pelaku utama atau 
the ultimate principal. 

Menurut Aries Iswahyudi, dkk tahun 2016 dalam jurnal ilmiah akuntansi 

Universitas Brawijaya menyatakan bahwa hubungan keagenan  dilihat dari 

hubungan pendelegasian yaitu: 

Pada konteks pemerintahan, principal-agent dapat ditelusuri dari proses 
anggaran, pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-
pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi 
pelayanan. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan keagenan terlihat dari 
hubungan pendelegasian  (Chains of delegation) yaitu pendelegasian dari 
masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari parlemen ke pemerintah, dari 
pemerintah sebagai kesatuan kepada menteri dan dari pemerintah kepada 
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birokrasi. Hubungan tersebut tidak selalu mencerminkan hirarki, tetapi dapat 
saja berupa hubungan pendelegasian.  

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi 

masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk mencapai 

tujuan demi kepentingan masyarakat dan menjalankan tugas untuk membangun 

negara. Pemerintah sebagai agen dalam menjalankan tugasnya harus sesuai 

dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 

2.1.2 Desa 

2.1.2.1 Pengertian Desa 

Menurut buku saku desa yang dibuat oleh Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia menyatakan bahwa “Desa merupakan representasi dari 

kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang 

seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia”.  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 

menyatakan bahwa: 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama lain dari desa yang 
dimaksud yaitu seperti yang dikenal di Aceh bahwa desa disebut 
dengan gampong. Berbeda dengan di Provinsi Sumatra Barat 
penduduknya menyebutkan desa itu sebagai nagari. Dapat berbeda 
lagi dengan daerah-daerah lain, seperti di Papua bahwa desa 
disebut dengan kampong dan dibetawi disebut dengan udik”. 

Jadi desa merupakan kesatuan masyarakat yang mendiami suatu 

wilayah yang diatur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memeliki kewenangan untuk 

mengurus rumah tangga sendiri. Unsur-unsur desa adalah komponen-

komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Dalam jurnal 

skripsi Siti Zakiyah tahun 2019 menyatakan bahwa komponen- komponen 

pembentuk desa yaitu :  

a) Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari 

wilayah kecamatan. 

b) Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat 

tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut. 

c) Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri 

dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya 

akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.  

d) Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga 

sendiri. 

Desa dibentuk dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat di 

desa, asal usul, dan adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, dan 

kemampuan dan potensi Desa.  

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembetukan desa 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a) Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung 

sejak pembentukan. 

b) Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3)  

c) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. 
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d) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. 

e) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber 

daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. 

Kewenangan yang dimiliki desa yaitu seperti yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 18 meliputi 

“Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat 

istiadat Desa”. 

Selanjutnya kewenangan yang dimikili oleh desa yang tertuang 

dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu: 

“Kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal 

berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, kewenangan lain yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”. 

Kewenangan yang dimilki desa harus dijalankan sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku agar dapat membangun desa dengan baik 

dan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, 

karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa 

yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil. 

2.1.2.2 Pemerintah Desa 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 

2015 dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 menyatakan: 



17 

 

 

 

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah 
kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat 
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.  

Pemerintah desa merupakan aparatur desa yang berkerja dalam tata 

kepemerintahan desa yang bertugas mengurus semua kepentingan desa dan 

masyarakat desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa 

menyebutkan bahwa “Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh 

perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, 

dan pelaksana teknis”.  

Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata 

kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain: 

a) Kepala desa adalah kepala pemerintahan di Desa yang dibantu 
oleh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.  Tugas dan 
fungsi kepala desa yaitu kepala desa berkedudukan sebagai 
kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan 
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada 
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk 
melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai 
berikut:  

1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja 
pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan 
masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, 
melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi 
kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah; 

2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 
prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan 
kesehatan;  
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3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial 
budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dan 
lainnya. 

b) Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang 
sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa 
paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata 
usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan 
paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan 
perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan 
dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 
ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) 
Pemerintahan Desa; Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris 
desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. 
Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 
84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
(SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:  

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;  

2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 
kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inven-
tarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum dan lainnya. 

c) Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan 
unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. 
Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana 
kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan 
desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, 
geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana 
penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh 
kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, 
penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan 
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala 
kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur 
satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa 
dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala 
kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi: 
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1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta 
penataan dan pengelolaan wilayah; 

2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;  

3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam 
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat 
dalam menjaga lingkungannya, dan lainnya. 

d) Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat 
(3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa 
sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling 
banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, 
seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri 
dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan 
dan pelayanan. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi 
berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi 
bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas 
operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi 
mempunyai fungsi:  

1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi 
melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, 
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah 
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, 
pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 
kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta 
pendataan dan pengelolaan profil desa; 

2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi 
melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, 
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas 
sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, 
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;  

3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan 
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial 
budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh 

sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala-kepala 

urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala urusan membantu 
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sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. 

Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga 

desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya.  

Semua struktur organisasi dan tata pemerintah desa yang sudah 

dijelaskan diatas harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai 

dengan perundang-undangan agar tercapai tujuan bersama dan menciptakan 

desa yang baik dan mendiri serta dapat mensejahterakan masyarakatnya. 

Semua aparatur desa harus dapat bekerja secara efektif, efesien dan 

ekonommis serta mendahulukan  kepentingan bersama dan masyarakat. 

2.1.2.3 Peraturan Desa 

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan 

diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan 

urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat 

oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya 

disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD. 

Peraturan desa adalah semua hal yang harus dilakukan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan dan apabila melanggar maka akan mendapat 

sanksi. Peraturan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa 

dibuat untuk memperkuat posisi desa dalam kerangka NKRI serta 

memperjelas tugas, peran dan fungsi desa, khususnya dalam mengelola desa, 

menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi 

masyarakatnya. 
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Peraturan desa dibuat dengan tujuan yaitu: memberikan kejelasan 

status dan kepastian hukum atas desa: melestarikan serta memajukan adat, 

tradisi, dan budaya masyarakat desa: mendorong prakarsa, gerakan, dan 

partisipasi masyarakat desa: meningkatkan pelayanan publik bagi warga 

masyarakat desa, memajukan perekonomian masyarakat desa dan 

memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dalam buku 

pintar dana desa tahun 2017 yang dibuat oleh menteri keuangan Republik 

Indonesia terdapat beberapa asas-asas pengaturan desa antara lain: 

1) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul 

2) Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan 

pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan 

masyarakat desa 

3) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap 

sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan 

tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara 

4) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja 

sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di 

tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun 

desa 

5) Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong 

untuk membangun desa  

6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai 

bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa 
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7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi 

dengan berbagai pihak yang berkepentingan 

8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa 

dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh 

masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta 

keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin 

9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh 

pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu 

kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan 

kemampuan sendiri 

10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. 

11) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran. 

12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, 

program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

13) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara 

terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam 

merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa. 

Dengan adanya pengaturan desa dan asas-asas pengaturan desa 

diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan 

bertanggungjawab agar dapat mencapai tujuan bersama dan menciptakan 
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desa yang baik dan mandiri sesuai dengan Nawacita ketiga Presiden 

Republik Indonesia. 

2.1.2.4 Keuangan Desa 

Pemendagri Nomer 113 tahun 2014 menyatakan bahwa “Keuangan 

Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”. 

Dalam modul sistem keuangan desa yang dikeluarkan oleh BPKP 

sesuai dengan Undang-Undang  No.32/2004 Pasal 212  juga menyatakan 

bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.  

Jadi keuangan desa adalah segala sesuatu yang dapat diniai dengan 

uang dan dapat digunakan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang 

mendukung pemerintah desa dalam mencapai tujuan desa dan 

mensejahterakan masyarakat serta membangun desa. 

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, 

pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. 

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dengan periodesasi  satu  

tahun anggaran. Keuangan desa dikordinir oleh kepala desa dibantu oleh staf 

keuangan atau kaur keuangan. 
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Penjelasan siklus keuangan desa sesuai dengan Pemendagri  

Nomer 113 tahun 2014 sebagai berikut: 

a) Perencanaan, Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun 
berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan 
peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana disampaikan 
oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk 
dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan 
Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh 
Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau 
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk 
dievaluasi. 

b) Pelaksanaan, Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam 
rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui 
rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki 
pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya 
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua 
penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti 
yang lengkap dan sah. 

c) Penatausahaan, Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap 
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap 
akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib 
mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung 
jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap 
bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran 
menggunakan buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak; dan 
buku Bank. 

d) Pelaporan, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan 
semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan 
semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan 
realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 
pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir 
tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari 
tahun berikutnya. 

e) Pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 
Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan 
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pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri 
dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang 
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
dilampiri: 

1) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
APBDesa Tahun Anggaran berkenaan 

2) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 
Tahun Anggaran berkenaan 

3) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah yang masuk ke desa. 

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah 

yang baik dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana 

tertuang dalam Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparansi, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

a) Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi 
seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka 
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi 
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung 
jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 
penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung 
jawabkan kepada masyarakat desa sesuai denan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang 
mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat 
desa 

d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa 
harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 

 

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan 

keuangan desa yaitu: 
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a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang 
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 
pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan 
batas tertinggi pengeluaran belanja 

b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak 
dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau 
tidak mencukupi kredit anggran dalam APBDes. 

c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran 
yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBDes dan 
dilakukan melalui rekening kas desa. 

 
2.1.3 APBDes 

Dalam Peraturan menteri dalam negeri nomer 113 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa merupakan rencana-rencana kegiatan desa yang diukur 

melalui keuangan desa yang berisikan anggaran pendapatan, belanja dan 

pembiayaan desa selama periode 1 tahun”. Dalam Undang-Undang Nomer 6 

tahun 2014 pasal 73 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

menyebutkan bahwa:  

“RAPBDes diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarakan bersama dengan 

Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah Kepala 
Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun 
dengan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan kemudian 
oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi dan 
jika terdapat hasil evaluasi maka kepala desa harus segera menyelesaikan 
evaluasi tersebut paling lambat 7 hari, apabila tidak ditindak lanjuti maka 
RAPBDesa dinyatakan batal dan harus kembali pada Pagu tahun 
sebelumnya”. 

Dalam Peraturan menteri dalam negeri nomer 113 tahun 2014 menyatakan 

bahwa ada 3 unsur Anggaran Pendapatan Belanja Desa yaitu : pendapatan desa, 

belanja desa serta pembiayaan desa. Penjelasan dari 3 unsur Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa tersebut yaitu sebagai berikut: 
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a) Pendapatan Desa 

Sesuai dengan Pemendagri No. 113 tahun 2014 pasal 9 menyatakan 

bahwa pendapatan desa yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui 

rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 

yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa meliputi 

pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Penjelasan dari 

pendapatan desa sebagai berikut: 

1) PAD Desa yaitu pendapatan yang asli berasal dari desa. 

Pendapatan asli desa berasal dari: Hasil usaha, Hasil aset;Swadaya, 

partisipasi dan Gotong royong, Lain-lain pendapatan asli desa. 

2) Transfer yaitu pendapatan yang ditransfer dari pemerintah antara 

lain berupa: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah 

Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), 

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD 

Kabupaten/Kota. 

3) Pendapatan lain-lain yaitu Kelompok pendapatan lain-lain terdiri 

atas jenis: Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 

mengikat, Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

b) Belanja Desa 

Sesuai dengan Pemendagri No. 113 tahun 2014 pasal 12 menyatakan 

bahwa Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa 

yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa 

sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai 
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penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa yang 

diatur oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud terdiri atas 

kelompok:  

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,  

2) Pelaksanaan Pembangunan Desa,  

3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa,  

4) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan  

5) Belanja Tak Terduga. 

c) Pembiayaan Desa 

Sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri nomer 113 tahun 2014 

pasal 18 menyatakan bahwa Pembiayaan Desa meliputi semua 

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa 

sebagaimana yang dimaksud terdiri dari kelompok: Penerimaan 

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penjelasan dari setiap 

kelompok pembiayaan yaitu kelompok penerimaan pembiayaan dan 

kelompok pengeluaran pembiayaan dijelaskan sebagai berikut:  

1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud mencakup: sisa 

lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan 

dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 

2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud terdiri dari: 

pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. 
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2.1.4 Dana Desa 

2.1.4.1 Pengertian Dana Desa 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

menyatakan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat”. 

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 

mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah 

menganggarkan Dana desa secara nasional dalam APBN sebsesar 10 % 

diluar dana transfer setiap tahun. Dana desa dimaksud bersumber dari 

belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa 

secara merata dan berkeadilan.  

Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk desa. Pengalokasian 

Dana desa sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan jumlah desa dan 

dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, 

luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui 

APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. 

Pengelolaan Dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang 

pengelolaan keuangan desa.  

Jadi dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukan untuk desa sebesar 10% diluar dana transfer daerah yang harus 

dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan desa dan membangun desa. 

2.1.4.2 Tujuan Dana Desa 

Sesuai dengan Buku Saku Dana Desa menjelaskan bahwa Dana 

Desa dikeluarkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:  

a) Meningkatkan pelayanan publik di desa, 

b) Mengentaskan kemiskinan, 

c) Memajukan perekonomian desa, 

d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, 

e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari 

pembangunan. 

Maka setelah ditetapkan tujuan dana desa ini maka desa dapat 

menggunakan Dana Desa dengan sebaiknya guna keperluan desa. 

2.1.4.3 Dasar Hukum Dana Desa 

Dalam Buku Pintar Dana Desa tahun 2017  yang dibuat oleh 

menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dituliskan bahwa dasar 

hukum Dana Desa adalah sebagai berikut: 

a) PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari APBN 
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b) PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara 
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan 
Evaluasi Dana Desa 

c) PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan 
dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah 
Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) 

d) PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer 
Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK 
Nomor 112/PMK.07/2017 

2.1.4.4 Pengalokasian Dana Desa 

Sesuai PMK Nomor 49/PMK.07/2016 menyatakan bahwa Dana desa 

setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana desa 

dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:  

a) Alokasi dasar merupakan alokasi yang dibagi rata pada setiap 

kabupaten. 

b) Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk atau Y1 (25%), angka kemiskinan atau Y2 (35%), 

luas wilayah atau Y3 (10%), dan tingkat kesulitan geografis 

atau Y4 (30%) desa setiap kabupaten/ kota. 

Rumus untuk menghitung alokasi formula sebagai berikut: 

 

 

  Sumber: PMK No. 49/ PMK.07/2016 

Berdasarkan Dana desa setiap kabupaten/kota Bupati/Walikota 

menetapkan Dana desa untuk setiap desa dihitung secara berkeadilan 

berdasarkan: 

a) Alokasi dasar merupakan alokasi yang dibagi rata pada setiap 

desa . 

AF Kab/Kota =  {(0.25*Y1) + (0.35*Y2) +  (0.10*Y3) + 
(0.30*Y4)}* (0.10*DD) 
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b) Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk atau Z1 (25%), angka kemiskinan atau Z2 (35%), 

luas wilayah atau Z3 (10%), dan tingkat kesulitan geografis 

atau Z4 (30%) setiap desa. 

Rumus untuk menghitung alokasi formula sebagai berikut: 

 

 

Sumber: PMK No. 49/ PMK.07/2016 

Penyaluran Dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah 

Menteri menerima dari bupati/walikota: 

a) Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun 

berjalan; 

b) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian dana desa  

c) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana 

desa tahap sebelumnya. 

Penyaluran Dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah 

bupati/walikota menerima dari kepala desa: 

a) Peraturan desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; 

dan  

b) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya. 

Dalam hal menteri belum menerima dokumen. 

2.1.4.5 Penggunaan Dana Desa 

Dalam PP No. 8 tahun 2016 menyatakan bahwa “Dana Desa 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

AF Kab/Kota =  {(0.25*Z1) + (0.35*Z2) +  (0.10*Z3) + 
(0.30*Z4)}* (DDKab/kota – ADKab/kota) 
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pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”. Dana Desa diprioritaskan 

untuk membiaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar 

menciptakan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. 

Penggunaan Dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas 

penggunaan Dana desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya 

tahun anggaran. Prioritas penggunaan Dana desa dilengkapi dengan 

pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana desa. Penetapan prioritas 

penggunaan Dana desa dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 

pembangunan nasional, menteri, menteri dalam negeri, dan menteri 

teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. 

Dalam penggunaan Dana desa haruslah sesaui dengan Prinsip 

Penggunaan Dana desa yang sesuai dengan Buku Saku Dana Desa yang 

dituliskan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu: 

a) Keadilan: Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga 

desa tanpa membeda-bedakan. 

b) Kebutuhan prioritas: Mendahulukan kepentingan desa yang 

lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung 

dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. 

c) Kewenangan Desa: Mengutamakan kewenangan hak asal usul 

dan kewenangan lokal berskala desa. 

d) Partisipatif: Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat 
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e) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa: Mengutamakan 

pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan 

sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan 

keterampilan warga desa dan kearifan lokal. 

f) Tipologi Desa: Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 

karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan 

ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan 

dan kemajuan. 

Pada bidang Pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, 

pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

seperti: desa, sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup, 

dan lainnya  

Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk: 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan 

masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan 

pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan 

pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha 

ekonomi, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, 

pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak III, 

dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan bidang kegiatan 

lainnya. Prioritas penggunaan Dana desa pada bidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk membangun NKRI dari 

daerah pinggiran yaitu daerah pedesaan yang diharapkan memiliki potensi 
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lebih besar untuk dapat memanjukan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

atau NKRI. 

2.1.4.6 Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas 

pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana desa. Dalam PP 

No. 8 tahun 2016 Pemantauan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap: 

a) Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan besaran Dana desa 

b) Penyaluran Dana desa dari RKUD ke RKD 

c) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi 

penggunaan Dana desa; 

d) Sisa Dana desa. 

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan 

pengelolaan Dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi 

dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi 

di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan 

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Secara umum 

proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan 

laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah 

pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. 

Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa 

penggunaan Dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk 

memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses 

evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian 
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sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat 

penyimpangan. Evaluasi penggunaan dana desa sebagai mana yang 

dimaksud dilakukan terhadap: 

a) Penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh 

kabupaten/kota 

b) Realisasi penggunaan dana desa. 

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi 

dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa. Sisa 

Dana desa di RKUD dianggarkan kembali oleh bupati/walikota dalam 

rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. Dalam hal rancangan APBD 

tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud telah ditetapkan, Sisa 

Dana desa tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah 

tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan 

bupati/walikota tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan 

kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan 

daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD. 

Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD Iebih dari 30% (tiga 

puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota 

memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud berupa penundaan penyaluran Dana 

Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa. Dalam hal pada tahun 

anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh 

persen), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang 
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bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya 

sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran Dana Desa 

sebagaima dimaksud menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan 

penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud  diatur dengan Peraturan Menteri. 

2.1.5 Pembangunan Desa 

Pemendagri RI No. 114 tahun 2014 menyatakan bahwa Pembangunan Desa 

adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa.  

Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang 

dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa (Mauliddin, A., 

2017).  

Pemendagri RI No. 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa menyatakan 

bahwa : 

“Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan 
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai 
tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem 
pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang 
dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, 
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 
perdamaian dan keadilan sosial”.  

Pembangunan desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

pemberdayaan masyarakat. Sebelum melakukan pembangunan desa diperlukan 



38 

 

 

 

pengkajian tentang desa. Pengkajian Keadaan desa adalah proses penggalian dan 

pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan 

berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi 

serta dinamika masyarakat desa. Data desa adalah gambaran menyeluruh 

mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber 

dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

merupakan visi, misi, dan agenda (nawa cita) yang berfungsi untuk menjadi 

menjadi pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis dan 

acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi 

acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan 

normal. Jadi dengan telah dituliskan tujuan RPJMN ini lebih membuat pemerintah 

daerah atau desa harus sadar bahwa pembangunan dari desa itu sangat penting. 

Dengan ini dana desa harus dimanfaatkan dengan sebaiknya guna meningkatkan 

pembangunan dari desa. Pembangunan dari desa dimulai dengan RPJMDesa. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM 

Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 

tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah 

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Daftar Usulan 

RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan 

pembangunan Daerah. 
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Pembangunan desa, perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan ekonomi 

lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan 

pemenuhan infrastruktur dasar. Tujuan pembangunan kawasan perdesaan: 

mewujudkan kemandirian masyarakat, menciptakan desa-desa mandiri dan 

berkelanjutan. 

Sasaran Pengembangan Wilayah Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019:  

a) Mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019) 

b) Mengurangi desa tertinggal sampai 5.000 desa atau 

c) Meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. 

2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari 

perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Dalam 

Pemendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 

menyatakan bahwa: 

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, 
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat desa”. 

Dalam modul pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh Kementerian 

Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia tahun 2017 menyebutkan Tujuan pemberdayaan masyarakat antara lain: 

a) Melahirkan individu-individu yang mandiri dan memiliki kemampuan  

dalam masyarakat 

b) Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi 

diri dan lingkungan di sekitar dengan baik  
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c) Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga 

mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan salin menguntungkan 

d) Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan 

dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya 

e) Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi 

terhadap pemasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui daam 

lingkungannya 

f)   Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan 

kemampuan dasar yang dimiliki masayarakat. 

2.1.7 Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (PP No. 39 

th 2012).  Kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan melalui kegiatan pembangunan 

sesuai dengan Pemendagri RI No. 114 tahun 2014 yang menyatakan bahwa 

pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.  

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, 

dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga 

negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 

perlindungan sosial (PP No. 39 th 2012). 



41 

 

 

 

Dalam Undang-Undang Nomer 11 tahun 2009 Penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas: kesetiakawanan, keadilan, 

kemanfaatan, keterpaduan,  kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, 

profesionalitas dan keberlanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki 

tujuan antara lain: 

a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup 

b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian 

c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan 

menangani masalah kesejahteraan sosial 

d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia 

usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga 

dan berkelanjutan  

e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 

berkelanjutan 

f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial. 

Dalam PP No. 39 tahun 2012 menyatakan bahwa Penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok; 

dan/atau masyarakat. Prioritas kesejahteraan sosial diberikan kepada: kemiskinan, 

ketelantaran,  kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan 

perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan 

diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui kegiatan 

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. 
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a. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang 

mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar. 

b. Jaminan sosial yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fakir 

miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 

cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita 

penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial 

ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.  

c. Pemberdayaan sosial adalah kegiatan memberdayakan seseorang, 

keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah 

Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara 

mandiri. 

d. Perlindungan Sosial adalah kegiatan untuk mencegah dan menangani 

risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, 

kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat 

dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. 

2.1.8 Efektifitas Dana Desa 

Efektif adalah sebuah usaha untuk memperoleh tujuan atau hasil yang 

diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa 

memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan. 

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) 

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan 

merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas 
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membandingkan antara outcome dengan output suatu organisasi, program, atau 

kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang 

diharapkan atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (Mahmudi, 

2018: 22). 

Menurut Aziz, N. Latifah 2016 menyebutkan bahwa mengukur efektivitas 

penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan 

yakni: 

a. Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif 

apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga 

tujuan tercapai  

b. Ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai 

dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga 

berakhirnya kegiatan 

c. Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

desa sebagai penerima program;  

d. Hasil sesuai harapan masyarakat. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini : 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Nama/ 
Tahun 

Judul Variab
el X 

Variabel 
Y 

Model  
Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Siti 
Zakiah/ 
2019 

Efektivitas 
Pemanfaatan 
Dana Desa 
Dalam 
Menunjang 
Pembanguna
n Desa Di 
Desa 
Bontomanai 

Pemban
gunan 
Desa 

Dana 
Desa 

Teknik 
Analisis 
Deskriptif 
Kualitatif 
Dengan 
Metode 
Pemberian 
Informasi 
Dalam 

Pemanfaatan Dana Desa 
dalam bidang 
Pembangunan desa tahun 
2017- 2018 sudah efektif, 
dilihat dari program-
program pembangunan 
infrastruktur yang telah 
terealisasi seperti 
Embung, Jembatan, Jalan 
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No. Nama/ 
Tahun 

Judul Variab
el X 

Variabel 
Y 

Model  
Analisis 

Hasil Penelitian 

Kecamatan 
Bungaya 
Kabupaten 
Gowa Tahun 
Anggaran 
2017-2018 

Bentuk 
Tulisan 

Tani, Pembangunan 
MCK/Jamban, Perpipaan 
Air Bersih, Lapangan 
Olahraga, dan Pasar 
Umum. Dampak dari 
pembangunan 
infrastruktur sudah dapat 
dirasakan oleh 
masyarakat desa. Dalam 
pengelolaan Dana Desa 
yang meliputi 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
penatausahaan, 
pelaporan, dan 
pertanggungjawaban 
sudah dilakukan 
berdasarkan Undang-
Undang dan Peraturan. 
Pemerintah Desa juga 
telah melaksanakan 
program pemberdayaan 
masyarakat, seperti 
pelatihan peningkatan 
kapasitas sumber daya 
manusia. Namun 
keterlibatan masyarakat 
dalam pelaksanaan 
pemanfaatan dana desa 
masih kurang. Hanya 
sebagian masyarakat 
yang ikut terlibat dalam 
pelaksanaan kegiatan. 

2.  Endang 
Juliana / 
2017 

Efektivitas 
Pemanfaatan 
Dana Desa 
dalam 
Menunjang 
Pembanguna
n Pedesaan 
di 
Kabupaten 
Asahan 

Pemban
gunan 
Desa 

Dana 
Desa 

Kualitatif 
Dengan 
Menggunaka
n Penelitian 
Survei 

Kebijakan dana desa 
telah berperan 
memberikan peningkatan 
pendapatan riil 
masyarakat pedesaan. 
Hasil kajian menemukan 
adanya perbedaan antara 
harapan masyarakat 
dengan kinerja 
pemerintahan desa, 
dimana nilai selisihnya -
0,35. Pemerintah desa 
memiliki persepsi bahwa 
mereka telah berperan 
memberikan peningkatan 
pendapatan masyarakat 
namun masyarakat 
memberi nilai lebih 
rendah dibanding 
penilaian pemerintahan 
desa. Akan tetapi nilai 
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No. Nama/ 
Tahun 

Judul Variab
el X 

Variabel 
Y 

Model  
Analisis 

Hasil Penelitian 

kesenjangan masih dalam 
tahap yang wajar karena 
di bawah angka 1 (satu). 
Pengelolaan dana desa 
dilihat dalam konteks 
perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan 
dan transparansi serta 
dampaknya bagi 
masyarakat sudah 
dilaksanakan dengan 
baik namun masih belum 
sepenuhnya sesuai 
dengan harapan 
masyarakat pedesaan. 

3. Zumaro
h / 2019 

Efektivitas 
Pemberdaya
an 
Masyrakat 
melalui 
Dana Desa 
di 
Kabupaten 
Lampung 
Barat 

Pemebe
rdayaan 
Masyar
akat 

Dana 
Desa 

Sosio-
Empiris Dan 
Evaluasi 
program 

Program dana desa sudah 
sangat baik dalam 
konsep yang ditawarkan 
tentang pengalokasian 
pada bidang 
pemberdayaan. Namun, 
dalam pelaksanaan 
programnya masih belum 
efektif. Hal tersebut 
disebabkan oleh 
anggapan aparatur 
pengelola dana desa 
bahwa belum adanya 
petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis yang 
jelas sebagai payung 
hukum bagi aparatur 
pengelola dana desa 
terkait dengan 
penyaluran dana desa 
bidang pemberdayaan, 
membuat pengelola dana 
desa ragu 
mengalokasikan 
anggaran selain untuk 
BUMDes Koperasi. 
Hanya beberapa Pekon 
yang berani melakukan 
terobosan membuat 
usaha pemberdayaan 
yang lebih tepat sasaran 
bagi masyarakat dengan 
mengkombinasikan 
skema BUMDes. 
Sehingga perlu diatur 
secara lebih jelas tentang 
penyaluran dana desa 
untuk pemberdayaan. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa 

diperuntukan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai yang 

telah dituliskan diatas pada bagian bidang pembangunan desa, pembangunan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan 

bidang pemberdayaan masyarakat yang juga memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Jadi dilihat dari perioritas penggunaan dana desa yaitu 

pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat keduanya memiliki 

tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan 

penjelasan yang telah dikemukakan maka dapat disusun gambar mengenai 

kerangka konseptual penelitian ini. Kerangka konsetual berfungsi sebagai 

penuntun, alur berpikir dan sebagai dasar dalam penelitian. 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:35) metode deskriptif adalah 

metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, 

baik yang hanya satu variabel  atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau 

variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari 

hubungan dengan variabel lain. Dan metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menetili pada kondisi obyek yang alamiah 

dimana peneliti sebagai instrument kunci (Sugiono, 2016:9) 

Jadi pendekatan penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan 

penelitian yang meneliti variabel atau obyek secara langsung dan memberikan 

penjelasan secara singkat dari hasil yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat 

Kabupaten Langkat yang terdiri dari 12 dusun. Desa Karang Rejo memiliki luas ± 

349 Ha. Sebelah utara dan barat desa Karang Rejo berbatasan dengan desa Kwala 

Begumit, sebelah selatan desa Karang Rejo berbatasan dengan desa Sidomulio, 

dan sebelah timur desa Karang Rejo berbatasan dengan Kota Tandam Hilir.  

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini dari 

riset awal hingga sidang meja hijau dapat dilihat sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian 

No Kegiatan Nov’

19 
Des
’19 

Jan
’20 

Feb’

20 
Mar’

20 
Apr’

20 
Mei’

20 
Jun’

20 
Jul
’20 

Agus
’20 

1 Riset awal/Pengajuan judul           
2 Penyusunan Proposal           

3 Seminar Proposal           
4 Perbaikan/Acc Proposal           
5 Pengolahan Data           
6 Penyusunan Skripsi           
7 Bimbingan Skripsi           

8 Sidang Meja Hijau           
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder 

dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan 

yang ada pada perusahaan dan sumber lainnya yaitu dengan mengadakan 

studi kepustakaan dengan memperlajari buku-buku yang ada hubunganya 

dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari 

Biro Pusat Statistik (Danang, 2013). Data sekunder yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu data dana desa pada tahun 2017-2019 dan data 

kemasyarakatan desa Karang Rejo pada tahun 2017-2019.  

Menurut Arikunto (2013:172) data primer adalah data yang 

dikumpulkan melalui pihak pertama dan dilakukan dengan wawancara. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara kepada 

narasumber-narasumber terkait yaitu kepada aparatur desa, lembaga 

kemasyarakatan serta masyarakat desa Karang Rejo Kecamatan Stabat 

Kabupaten Langkat. Wawancara yang dilakukan yaitu berkaitan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Karang Rejo. 
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3.3.2 Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Desa Karang Rejo 

yang diberikan oleh aparatur desa Karang Rejo serta masyarakat desa 

Karang Rejo Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang merupakan data 

pengelolaan dan pemanfaatan dana desa serta data tingakat kesejahteraan 

masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dari tahun 2017-2019. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiono,2016:38).  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembangunan, 

kesejahteraan, dana desa dan efektifitas. 

3.4.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel 

diukur secara operasional dilapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal 

dari konsep teori dan definisi atau konsep teori digabung dengan yang ada 

dilapangan. 

Tabel 3.2 Definisi Operasional 

Variabel Deskripsi Indikator 
Pembangunan 
Desa  

Pembangunan Desa adalah upaya 
peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 
Sumber: Pemendagri RI No. 114 tahun 
2014 

1. Pembangunan 
Infrastruktur 
Desa 

2. Pemberdayaan 
Masyarakat 

Kesejahteraan 
Masyarakat  

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi 
terpenuhinya kebutuhan material, 

1. Pendidikan 
2. Pekerjaan 
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spiritual, dan sosial warga negara agar 
dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya. 
Sumber: PP No. 39 tahun 2012 

3. Pendapatan 

Dana Desa  Dana Desa adalah dana yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 
Sumber: PP No.8 tahun 2016 

1. Pengalokasian 
Dana Desa 

2. Penggunaan 
Dana Desa 

3. Pemantauan dan 
Evaluasi Dana 
Desa 

Efektivitas  Efektivitas adalah perbandingan antara 
hasil yang diharapkan (target) dengan 
hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil 
atau target yang diharapkan merupakan 
outcome sedangkan hasil yang dicapai 
merupakan output. Efektivitas 
membandingkan antara outcome 
dengan output suatu organisasi, 
program, atau kegiatan dinilai efektif 
apabila output yang dihasilkan bisa 
memenuhi tujuan yang diharapkan atau 
dengan kata lain anggaran digunakan 
secara tepat.  
Sumber: Mahmudi, 2018: 22 

1. Pencapaian 
tujuan 

2. Ketepatan waktu 
3. Sesuai manfaat 
4. Hasil sesuai 

harapan 
masyrakat 

 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik observasi, studi 

kepustakaan serta wawancara.  

1) Observasi yang dilakukan yaitu pengamatan secara langsung di Desa 

Karang Rejo. Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang 

terlihat dalam suatu gejala pada objek penelitian. 
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2) Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, 

dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan (Nazir, 2013: 93). Studi kepustakaan yang dilakukan yaitu 

menggunakan jurnal-jurnal terdahulu serta data yang diperoleh dari 

kantor desa.  

3) Wawancara yang dilakukan yaitu berkaitan tentang dana desa di Desa 

Karang Rejo berkaitan dengan pengelolaan serta pemanfaatan dana desa 

dalam pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Jogiyanto (2014:114) wawancara adalah komunikasi dua arah 

untuk mendapatkan data dari responden. 

3.6 Teknik Analisa Data 

Menurut Sugiono (2014:244) teknik analisis data adalah proses penyusunan 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:206) 

analisis deskriptif adalah: “Statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi”. Tahapan-tahapan dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Mengidentifikasi, yaitu memahami fenomena yang terjadi, membuat 

identifikasi masalah dan merumuskan masalah penelitian 

2. Menguraikan tujuan dan manfaat penelitian 

3. Menentukan ruang lingkup dan batasan penelitian 

4. Melakukan kajian pustaka 

5. Menyusun rancangan pemikiran penelitian  

6. Membuat definisi operasional variabel 

7. Menentukan instrumen penelitian 

8. Mengumpulkan data  

9. Menganalisa data 

10. Menarik kesimpulan  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Desa 

Asal mula berdirinya Desa Karang Rejo berasal dari tenaga kerja kontrak 

Pulau Jawa untuk melaksanakan perkebunan di suatu lahan kosong yang akan 

dibuka untuk lahan pertanian dan bercocok tanam. Disebabkan jarak antara tempat 

tinggal dan lahan pertanian atau lahan bercocok tanam sangat jauh maka para 

pekerja membangun tempat tinggal didaerah tersebut. Seiring berjalannya waktu 

semakin banyak yang menetap di daerah tersebut. Awalnya desa Karang Rejo 

disebut dengan Kampoeng Karang Rejo. Karang Rejo terdiri dari kata dua kata 

yaitu Karang dan Rejo, Karang berarti mengarang atau merencanakan dan Rejo 

berarti sejahtera. Jadi Karang Rejo memiliki makna merencanakan kesejahteraan 

penduduk melalui bekerja. Tahun 1949 mulai di bentuk pemimpin kampoeng 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Kepala Desa Karang Rejo 

No. Nama Periode Masa 
Kepemimpinan 

1 Tokromo 1949-1959 

2 Buang 1960-1964 

3 Citro Atmo 1965-1968 

4 Arsi Tanjung 1969-1970 

5 Citro Atmo 1970-1974 

6 Darfie 1975-1979 

7 K. Prihady 1980-1993 

8 Kasansuriono 1994-2001 

9 Suwondo 2002-2007 

10 Ramlan Karo-Karo 2008-2015 
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No. Nama Periode Masa 
Kepemimpinan 

11 Ramlan Karo-Karo 2016-2017 

12 Suliadi Solehan, SE 2019-Sekarang 

Sumber: Kantor desa Karang Rejo tahun 2019 

4.1.2 Visi dan Misi Desa Karang Rejo  

4.1.2.1 Visi Desa Karang Rejo 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang gambaran masa 

depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan visi desa Karang 

Rejo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif melibatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat seperti pemerintahan 

desa, BPD, LPMD, TOMAS, TOGA, Lembaga Masyarakat desa pada umumnya. 

Visi Desa Karang Rejo adalah mensejahterakan masyarakat seutuhnya 

tanpa membedakan status sosial, suku, dan agama serta agar masyarakat mampu 

membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan 

yang mereka alami secara mandiri. 

4.1.2.2 Misi Desa Karang Rejo 

Misi Desa Karang Rejo adalah mewujudkan masyarakat desa yang 

Mandiri, Cerdas, Sejahtera, dan Maju yang berlandaskan Iman dan Taqwa. Untuk 

dapat mewujudkan misi tersebut Desa Karang Rejo merumuskan atau menetapkan 

misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan kesadaran sumber daya manusia 

2. Mewujudkan masyarakat yang beriman, toleransi antar umat beragama 

3. Meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat 

4. Peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakat 

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat 
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6. Menumbuhkan kembangkan rasa demokrasi dalam penyelenggaraan 

Pemerintah Desa. 

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karang Rejo 

Untuk dapat menjalankan kewenangan dan kewajiban desa maka desa 

membentuk organisasi pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan 

dibantu oleh aparatur pemerintah desa yang lain, yang dijelaskan sesuai dengan 

struktur organisasi pemerintah desa sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karang Rejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kantor desa Karang Rejo tahun 2019 
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4.1.4 Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa Karang Rejo 

Dari struktur organisasi pemerintah desa yang dijelaskan dalam gambar 

4.1 maka tugas dan fungsi dari setiap aparatur pemerintah desa yaitu sebagai 

berikut: 

1) Kepala Desa 

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang 

memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta 

tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintahan dan/atau pemerintah 

daerah. Untuk melaksanakan tugasnya kepala desa memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

a) Menyelenggarakan pemerintah desa seperti tata pemerintahan, 

penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertahanan, 

pembinaan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan 

masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan 

wilayah, penyusunan profil desa serta pencegahan dan 

penanggulangan bencana. 

b) Melaksanakan pembangunan didesa seperti pembangunan sarana 

prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan serta 

pembangunan bidang kesehatan. 

c) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, pelaksanaan 

gotong royong dan swadaya murni masyarakat, pelaksanaan nilai-
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nilai sosial budaya masyarakat, pembinaan dan pelaksanaan 

aktivitas keagamaan masyarakat serta pembinaan dan 

pengembangan ketenagakerjaan. 

d) Pemberdayaan masyarakat seperti pelaksanaan tugas-tugas 

sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang kebudayaan dan 

kesenian, usaha peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan 

partisipasi masyarakat dibidang politik, peningkatan kesadaran dan 

peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan dan lingkungan 

hidup, kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta 

mengembangkan peran serta organisasi dibidang kepemudaan, 

olaraga dan karang taruna. 

e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

2) Sekretaris desa 

Sekretaris desa berkedudukan sebagai urusan pimpinan sekretaris desa. 

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang 

administrasi pemerintah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

desa. Untuk dapat melaksanakan tugasnya maka sekretaris desa 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

adminnistrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi. 

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 

penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, inventarisasi dan 
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pengadministrasian asset, urusan perjalanan dinas dan pelayanan 

umum. 

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi 

penghasilan kepala desa, administrasi penghasilan perangkat desa, 

administrasi tunjangan BPDes, administrasi keuangan lembaga 

pemerintah desa lainnya dan pengadministrasian 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, pengadministrasian dan fasilitasi penyusunan RPJMDes 

dan RKPDes serta penyusunan laporan kepala desa. 

3) Kepala Urusan 

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala 

urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan 

administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, serta 

tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan/atau sekretaris desa. 

Untuk melaksanakan tugasnya kepala urusan memiliki fungsi antara 

lain: 

a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 

melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penataan 
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administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa 

dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, 

inventarisasi dan pengadministrasian aset, urusan perjalanan dinas 

dan pelayanan umum. 

b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan 

urusaan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, 

administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala 

desa, administrasi penghasilan perangkat desa, administrasi 

tunjangan BPDes, administrasi keuangan lembaga pemerintahan 

desa lainnnya dan pengadministrasian pertanggungjawaban 

keuangan desa. 

c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan 

urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDes, 

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 

melakukan monitoring dan evaluasi program, pengadministrasian 

dan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes serta penyusunan 

laporan kepala desa. 

4) Kepala Seksi 

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala 

seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas 

operasional, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Untuk 

melaksanakan tugasnya maka kepala seksi mempunyai fungsi yaitu: 
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a) Kepala seksi pemerintah memiliki fungsi seperti melaksanakan 

manajemen tata pemerintah, menyusun rancangan regulasi didesa, 

pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat, pelaksanaan upayaa perlindungan 

masyarakat, pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi 

kependudukan dan catatan sipil serta fungsi lainnya. 

b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi seperti 

melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan, 

pembinaan dan pembangunan dibidang pendidikan, pembinaan dan 

pembangunan dibidang kesehatan, serta fungsi lainnya. 

c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi seperti melaksanakan 

penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, melaksanakan kegiatan peningkatan usaha swadaya 

murni, gotong royong dan partisipasi masyarakat, pembinaan dan 

pelaksanaan aktivitas keagamaan masyarakat, pembinaan dan 

pengembangan ketenagakerjaan, inventarisasi dan pemeliharaan 

aset desa dan penyelenggaraan pelayanan perijinan. 

5) Kepala Dusun 

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. 

Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan 

tugas-tugas kewilayahan di wilayah dusun masing-masing serta tugas 

lain yang diberikan oleh kepala desa. Kepala desa memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

a) Pelaksanaan mobilitas kependudukan 
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b) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat 

c) Penataan dan pengelolaan wilayah 

d) Pembinaan dan pendataan administrasi kependudukan dan catatan 

sipil 

e) Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya 

f) Melaksanakan pembinaan kemasyarakat dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan 

hidup, dan pencegahan dan penanggulangan bencana 

g) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan serta peningkatan partisipasi dan swadaya 

masyarakat dalam pembangunan 

4.1.5 Geografi Desa 

Desa Karang Rejo merupakan desa yang memiliki luas wilayah ±349 Ha. 

Dengan luas ±349 Ha tersebut terdiri dari tanah sawah seluas 15 Ha, tanah kering 

seluas 259 Ha , tanah perkebunan seluas 73 Ha, tanah fasilitas umum seluas 2 Ha. 

Desa Karang Rejo memiliki 12 Dusun, yaitu Dusun Ampera, Dusun Mandiri 1, 

Dusun Mandiri 2, Dusun Pelita, Dusun Cikal Bakal, Dusun Mulia Bakti, Dusun 

Serba Jadi, Dusun Suka Mulia, Dusun Mekar Sari, Dusun Suka Maju, Dusun Abdi 

Guna, Dusun Serba Guna.  

Disebelah utara desa Karang Rejo berbatasan dengan desa Kwala 

Begumit, disebelah selatan desa Karang Rejo berbatasan dengan desa Sidomulio, 
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disebelah timur desa Karang Rejo berbatasan dengan Kota Tandam Hilir, dan 

disebelah barat desa Karang Rejo berbatasan dengan desa Kwala Begumit.  

Jarak desa Karang Rejo dengan Ibu Kota Kecamatan sejauh ±9 KM. Jarak 

desa Karang Rejo dengan Ibu Kota Kabupaten sejauh ±9 KM. Jarak desa Karang 

Rejo dengan Ibu Kota Provinsi sejauh ±34 KM. 

Gambar 4.2 Peta Desa Karang Rejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Desa Karang Rejo tahun 2019 
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4.1.6 Demografi Desa 

Demografi yaitu data yang menggambarkan keadaan penduduk dan 

perkembangannya di suatu daerah. Berikut ini data-data penduduk desa Karang 

Rejo Kecamatan Stabata Kabupaten Langkat dari tahun 2017-2019. 

Tabel 4.2 Data Perkembangan Masyarakat Desa Karang Rejo tahun 2017-2019 

Tahun Laki-
Laki 

Perempuan Jumlah Jumlah Kepala 
Keluarga 

Kepadatan Penduduk 
(Jiwa/Km2) 

2017 5.486 6.082 11.568 6.742 3.314 
2018 5.623 6.237 11.860 5.446 3.412 
2019 5.894 6.420 12.314 2.961 3.528 

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 

4.1.7 Pendidikan Desa Karang Rejo 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting yang dapat 

mendorong kemajuan suatu daerah. Maka sumber daya manusia harus memiliki 

kualitas pendidikan yang sangat baik agar dapat merubah atau membangun suatu 

daerah untuk bergerak maju. Latar belakang pendidikan masyarakat desa Karang 

Rejo yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Tingkat pendidikan masyarakat desa Karang Rejo tahun 2017-2019 

No. Tingkat Pendidikan 
Jumlah (Jiwa) 

2017 2018 2019 
1 Usia 3-6 tahun belum masuk TK 347 427 501 
2 Tamat SD sederajat 850 617 441 
3 Usia 7-18 tahun yang sedang bersekolah 1.678 1.997 2.354 
4 Usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah 141 139 136 
5 Tamat SMP sederajat 850 854 856 
6 Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP 330 322 311 
7 Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat 158 153 140 
8 Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah  127 123 119 
9 Tamat SLB A 21 23 25 
10 Tamat SMA/sederajat 979 995 1.100 
11 Tamat D-1/sederajat 38 35 0 
12 Tamat D-2/sederajat 38 34 30 
13 Tamat D-3/sederajat 58 58 56 
14 Tamat S-1/sederajat 328 337 349 
15 Tamat S-2/sederajat 14 20 25 

Jumlah 5.957 6.134 6.443 
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 
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4.1.8 Mata Pencaharian Pokok  

Pencaharian pokok merupakan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan 

oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kegiatan sosial lainnya. 

Disebabkan karana Desa Karang Rejo sebagian besar wilayahnya merupakan 

dataran sehingga sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai buruh harian 

lepas dan pegawai negeri sipil. Selain sebagai PNS dan Buruh masyarakat desa 

Karang Rejo juga ada yang bekerja sebagai pedagang, petani, peternak dan lain 

sebagainya. Pendapatan masyarakat desa rata-rata ± Rp. 2.000.000-Rp. 2.100.000. 

Berikut ini data mata pencaharian masyarakat desa Karang Rejo tahun 2017-2019: 

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat tahun 2017-2019 

No. Jenis Pekerjaan 
Jumlah (Jiwa) 

2017 2018 2019 
1 Peternak 7 13 16 
2 Petani  53 78 84 
3 Pedagang Keliling 25 75 88 
4 Dokter Swasta 2 2 2 
5 Bidan Swasta  6 13 16 
6 Notaris   0 1 2 
7 POLRI 4 4 5 
8 Pegawai Negeri Sipil 63 132 172 
9 Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata 3 5 9 

10 Pengrajin industry rumah tangga lainnya 4 8 12 
11 Buruh migran 21 45 63 
12 Jasa penyewaan peralatan pesta 2 4 6 
13 Pensiunan 104 44 53 
14 Buruh harian lepas 45 139 192 
15 Tidak mempunyai pekerjaan tetap 87 261 353 

Jumlah 426 824 1.073 
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 

4.1.9 Sarana dan Prasarana Desa 

Sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Karang Rejo Kecamatan 

Stabat Kabupaten Langkat untuk mendukung kegiatan masyarakat dan 

mengembangkan sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan bersama 

antara lain seperti prasarana peribadatan, prasarana dan sarana pendidikan, sarana 
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dan prasarana kesehatan, prasarana olahraga. Sarana dan prasarana ini harus 

dimanfaatkan dengan baik agar dapat membentuk atau membangun masyarakat 

yang baik. Berikut ini data-data tentang sarana dan prasarana yang ada di Desa 

Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. 

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Desa 

No. Sarana dan Prasarana Desa Jumlah 
1 Mesjid 5 
2 Musallah 9 
3 Gedung TK  4 
4 Gedung SD 2 
5 Gedung SMP 1 
6 Gedung SMA 1 
7 Jumlah Lembaga Pendidikan Agama 1 
8 Jumlah Posyandu  12 
9 Lapangan Bulu Tangkis 1 

10 Lapangan Bola Voli 8 
11 Lapangan Futsal 1 

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 

4.2 Pembahasan  

Pada tahap ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penulis berkaitan dengan keefektifan pemanfaatan Dana Desa dalam 

meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada Desa Karang 

Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tahun 2017-2019. Penelitian ini ingin 

mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat melalui program-program dibidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat serta ingin mengetahui bagaimana tingkat keefektifan 

dana desa dibidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa 

Karang Rejo tahun 2017-2019 melalui siklus pengelolaan keuangan desa dari 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatahusahaan, tahap pelaporan dan 

tahap pertanggungjawaban. Dalam bidang pembangunan desa hal yang ingin 

dilihat oleh penulis yaitu dalam hal pembangunan infrastruktur desa dan 
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pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang kesejahteraan masyarakat hal yang 

ingin penulis teliti yaitu berkaitan dengan pendidikan masyarakat, pekerjaan 

masyarakat dan pendapatan masyarakat desa Karang Rejo. Serta dalam bidang 

dana desa hal yang ingin penulis teliti berkaitan dengan pengalokasian dana desa 

serta pemanfaatan dana desa didesa Karang Rejo.  

4.2.1. Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa di Bidang Pembangunan, 

Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karang Rejo 

Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada Tahun 2017-2019. 

Penilaian efektifitas dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan 

pencapaian tujuan yang ditetapkan, ketepatan waktu yang digunakan,  kegiatan 

yang dilaksanakan sesuai dengan manfaat dana desa serta hasil pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif sehingga hasil dari penelitian ini berupa penjelasan atau 

penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis. Berikut ini hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 

4.2.1.1. Perencanaan 

Untuk dapat mengukur tingkat efektifitas pemanfaatan dana desa yaitu 

dengan melalui siklus pengelolaan keuangan desa. Dalam Pemendagri No. 113 

tahun 2014 yang menyatakan terdapat 5 tahapan dalam siklus pengelolaan 

keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Sehingga dari kelima tahapan tersebut harus dilaksanakan 

sesuai dengan penilaian efektifitas dana desa yaitu pencapaian tujuan yang 

ditetapkan, ketepatan waktu yang digunakan,  kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan manfaat dana desa serta hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan harapan 
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masyarakat. Efektifitas pemanfaatan dari dana desa dapat dilihat dari Perencanaan 

program yang dibuat oleh pemerintah desa dangan hasil yang dicapai, ketepatan 

waktu, manfaat yang diterima dan sesuai dengan harapan masyarakat. 

Pada tahapan perencanaan dapat dimulai dengan membuat RPJMDes 

dengan periode 6 tahun. Penentuan RPJMDes ini merupakan usulan dari 

masyarakat desa yaitu melalui musyawarah dusun. Semua usulan masyarakat 

dituangkan dalam RPJMDes kemudian dilakukan Musrembangdes atau 

musyawarah rencana pembangunan desa untuk membentuk atau merancang RKP 

yang merupakan Rencana Kerja Pemerintah dalam periode 1 tahun anggaran. 

RKP merupakan adopsi atau penjabaran dari RPJMDes yang diprioritaskan 

selama 1 tahun anggaran. 

Sesuai dengan Pemendagri No. 114 tahun 2014 tentang pembangunan 

desa, maka dalam proses perencanaan kepala desa, sekertaris desa, lembaga 

pemberdayaan masyarakat, perangkat desa, serta masyarakat desa bersama-sama 

melakukan rapat untuk penyusunan atau perancangan RPJMDes yang berjangka 6 

tahun. Dalam penentuan RPJMDes ini berisi semua aspirasi masyarakat. 

RPJMDes dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan 

prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.  

Selanjutnya penyusunan RKP yaitu rencana kerja pemeritah desa selama 1 

tahun. RKP merupakan penjabaran dari RPJMDes dengan periode 1 tahun 

anggaran. Penyusunan RKP dilakukan oleh pemerintah desa dan unsur 

masyarakat dalam musrembangdes yaitu musyawarah rencana pembangunan desa. 

Penyusunan RKP dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. 

perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, pembentukan tim 
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penyusun RKP desa, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan 

program/kegiatan masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM desa, 

penyusunan rancangan RKP desa, penyusunan RKP desa melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan desa, penetapan RKP desa, perubahan RKP desa dan, 

pengajuan daftar usulan RKP desa. 

Penjabaran diatas sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kaur 

Perencanaan yaitu Bapak Marzuki yang menyatakan bahwa: 

“Dalam tahapan perencanaan diawali dengan musyawarah dusun 

kemudian pembentukan RPJMDes yang kemudian dilakukan musdes 
untuk pembentukan RKP kemudian dilanjutkan dengan APBDes lalu 
dilanjutkan pada tahap Rencana Penggunaan Dana”. RKP merupakan 
adopsi dari RPJMDes maka apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan 
RPJMDes maka dinyatakan legal dan harus dibatalkan. 
Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020 
Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Kaur Keuangan oleh Bapak Dedi 

Suhanda, SE yang menyatakan bahwa: 

“Tahap perencanaan dimulai dari musyawarah dusun yang dilanjutkan 

dengan perencanaan kegiatan kemudiaan disusun anggaran sesuai dengan 
penerimaan desa lalu dibelanjakan”. 
Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa yaitu Bapak 

Suliadi Solehan, SE juga menjelaskan bahwa:  

“Dalam perencanaan dimulai dengan musdus sesuai dengan aspirasi 

masyarakat setelah berita acara terbentuk maka hal selanjutnya yaitu 
musdes sehingga pada tahapan ini semua masukan dari kepala-kepala 
dusun dipilih sesuai dengan prioritas dan kemudian dibentuk RKP dan 
dilaksanakan pembangunannya sesuai dengan dana yang diterima.” 
Sumber: Hasil wawancara 23 Maret 2020 

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa tahapan 

perencanaan keuangan desa yang dilakukan oleh desa Karang Rejo Kecamatan 

Stabat Kabupaten Langkat untuk melaksanakan pembangunan telah sesuai dengan 

Pemendagri No. 113 tahun 2014 dan Pemendagri No. 14 tahun 2014. Yaitu 
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dimulai dengan musdus dan musrembangdes. Dalam kegiatan musdus inilah 

setiap dusun harus memberikan semua usulan-usulan kegiatan atau program yang 

mendasar sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap dusun dan berdasarkan 

kepentingan masyarakat bersama agar tercapai tujuan yang diharapkan dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Setelah tahapan perencanaan selesai dan musyawarah desa telah 

dilaksanakan dan menghasilkan keputusan sesuai dengan prioritas yang 

ditentukan maka terbentuklah RKP yaitu Rencana Kerja Pemerintah dalam 

periode 1 tahun. Setelah itu membentuk APBDes dan kemudian RAK. RAK 

inilah yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan.   

Berikut ini RAK Dana Desa di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat 

Kabupaten Langkat tahun 2017-2019 terdapat dalam tabel 4.6, 4.7 dan 4.8 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 RAK Dana Desa  di Desa Karang Rejo Tahun 2017 

No. 
Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Selisih 
(Rp) 

1 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) di Dsn. Serba Jadi 

147.748.724,40 147.748.724,40 
- 

2 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) di Dsn. Abdi Guna 

36.539.408,60 36.539.408,60 
- 

3 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) di Dsn. Mekar Sari 

78.848.948,40 78.848.948,40 
- 

4 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) 
di Dsn. Mandiri I 

62.868.513,80 62.868.513,80 
- 

5 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) di Dsn. Mandiri II 

36.787926,80 36.787926,80 
- 

6 Pembangunan 
Drainase di Dsn. 
Suka Maju 

139.950.115 139.950.115 
- 

7 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) 
di Dsn. Pelita 

58.176.071,20 58.176.071,20 
- 

8 Pembangunan Jalan 
(Penyertuan) di Dsn. Cikal 
Bakal 

25.701.400 25.701.400 
- 
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9 Pembangunan Jalan 
(Penyertuan) di Dsn. Ampera 

85.953.100 85.953.100 
- 

10 Pembangunan Jalan 
(Penyertuan) 
di Dsn. Ampera 

22.919.400 22.919.400 
- 

11 Pembangunan Gorong-gorong 
di Dsn. Mulia Bakti 

15.027.080 15.027.080 
- 

12 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) 
di Dsn. Pelita 

101.543.535 101.543.535 
- 

13 Pembangunan Pagar 
Kantor Desa di 
Kantor Desa Karang 
Rejo 

3000.000 3000.000 
- 

Jumlah  815.064.223,2 815.064.223,2 - 

Sumber: RAK Dana Desa di Desa Karang Rejo tahun 2017 

Pada tabel 4.6 semua kegiatan yang terdapat dalam RAK merupakan 

kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat disetiap dusun dan menjadi prioritas 

pada tahun berjalan yang terangkum dalam RKP dan APBDes, kemudian 

dibentuk RAK sesuai dana yang diterima oleh pemerintah desa. Dalam RAK 

tahun 2017 jumlah anggaran sebanyak Rp. 815.064.223,2. Jumlah dana yang 

terealisasi sebanyak Rp. 815.064.223,2. Sehingga antara anggaran RAK dana desa 

dengan realisasi kegiatan tidak terdapat selisih maka kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan pada tahun 2017 terlaksana dengan baik. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa pembangunan infrastruktur Desa Karang Rejo tahun 2017 sudah efektif. 

Tabel 4.7 RAK Dana Desa di Desa Karang Rejo tahun 2018 

No. 
Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Selisih 
(Rp) 

1 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) di Dsn.Mandiri I 142.339.350 142.339.350 

- 

2 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) Dusun Serba Jadi 74.195.600 74.195.600 

- 

3 Pembangunan Drainase (Parit 
Beton) Dusun Mekar Sari 49.849.500 49.849.500 

- 

4 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) Dusun Suka Mulia 37.532.400 37.532.400 

- 

5 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) Dusun Suka Maju 67.773.080 67.773.080 

- 

6 Pembangunan Jalan (Rabat 
Beton) Dusun Suka Mulia 49.378.000 49.378.000 

- 
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7 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) Dusun Abdi Guna 27.265.560 27.265.560 

 

8 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) Dusun Mandiri II 33.007.440 33.007.440 

 

9 Pembangunan Drainase (Parit 
Beton) Dusun Serba Guna 106.240.500 106.240.500 

 

10 Pembangunan Drainase (Parit 
Beton) Dusun Cikal Bakal 128.337.500 128.337.500 

 

11 Pembangunan Plank di Kantor 
Desa Karang Rejo 

5.052.500 5.052.500 
- 

12 Pembangunan ruang BPD dan 
Gedung di Kantor Desa Karang 
Rejo 

31.837.670 31.837.670 
- 

Jumlah  752.809.100 752.809.100  

Sumber: RAK Dana Desa di  Desa Karang Rejo Tahun 2018 

Pada tabel 4.7 jumlah anggaran yang terdapat dalam RAK tahun 2018 

sebanyak Rp. 752.809.100 dan jumlah dana desa yang terealisasi sebanyak Rp.  

752.809.100. Sehingga antara anggaran RAK dana desa dengan realisasi kegiatan 

dana desa tidak terdapat selisih maka kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 

pada tahun 2018 terlaksana dengan baik dan dapat dikatakan bahwa pembangunan 

infrastruktur Desa Karang Rejo pada tahun 2018 sudah efektif. 

Tabel 4.8 RAK Dana Desa di Desa Karang Rejo Tahun 2019 

No. 
Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Selisih 
(Rp) 

1 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) di Dsn. Mekar Sari 37.524.530 37.524.530 

- 

2 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) Dusun Ampera 115.845.820 115.845.820 

- 

3 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) Dusun Ampera 101.957.610 101.957.610 

- 

4 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) Dusun Serba Jadi 101.309.420 101.309.420 

- 

5 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) Dusun Suka Mulia 52.911.000 52.911.000 

- 

6 Pembangunan Drainase (Parit 
Beton) Dusun Cikal Bakal 137.032.500 137.032.500 

- 

7 Rehabilitasi Lapangan Voli 
Dusun Mekar Sari 26.223.000 26.223.000 

- 

8 Pembangunan Jalan (Rabat 
Beton) Mulia Bakti 47.355.000 47.355.000 

- 

9 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) Dusun Suka Maju 47.812.220 47.812.220 

- 

10 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) Dusun Serba Guna 78.618.100 78.618.100 

- 
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11 Pembangunan Jalan (Paving 
Block) Dusun Mulia Bakti 

42.124.000 42.124.000 
- 

Jumlah  788.713.200 788.713.200 - 

Sumber: RAK Dana Desa di  Desa Karang Rejo Tahun 2019 

Pada tabel 4.8 semua kegiatan yang terdapat dalam RAK merupakan 

kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat disetiap dusun yang terangkum dalam 

RKP dan APBDes, kemudian dibentuk RAK sesuai dana yang diterima oleh 

pemerintah desa. Dalam RAK tahun 2019 jumlah anggaran sebanyak Rp. 

788.713.200. Jumlah dana yang terealisasi sebanyak Rp. 788.713.200. Sehingga 

antara anggaran RAK dana desa dengan realisasi kegiatan tidak terdapat selisih 

maka kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2019 terlaksana 

dengan baik dan dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa 

Karang Rejo tahun 2019 sudah efektif. 

Di dalam setiap kegiatan tersebut masyarakat berperan aktif dalam setiap 

tahapan perencanaan pemanfaatan dana desa. Hal ini seperti yang dikemukakan 

oleh Bapak Kepala Desa Karang Rejo yaitu Bapak Suliadi Solehan, SE, sebagai 

berikut: 

“Masyarakat memiliki peran aktif dalam setiap tahapan dikarenakan 
kegiatan ini merupakan kegiatan mendasar yang sangat menyentuh 
masyarakat. Peran masyarakat dalam setiap kegiatan dimulai dari 
musyawarah dusun hingga musyawarah desa untuk memutuskan prioritas 
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan,” 
Sumber: Hasil wawancara 23 Maret 2020 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam tahapan perencanaan pemanfaatan dana desa di Desa 

Karang Rejo sudah efektif karena dari setiap proses sudah berjalan sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang ditentukan. Dan masyarakat juga sudah berperan aktif 

dalam proses perencanaan serta aparatur desa juga sudah melaksanakan sosialisai 
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berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar 

masyarakat dapat memahami dan selalu turut serta dalam pemanfaatan setiap 

kegiatan yang dilaksanakan. 

4.2.1.2. Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan yang dipimpin oleh kepala desa untuk 

mengkoordinasi kegiatan pembangunan desa yang dilakukan melalui dua tahap 

yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan persiapan 

kegiatan yang dilakukan meliputi:  

a) Penetapan pelaksana kegiatan. Kegiatan ini dilakukan oleh kepala desa 

yaitu memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam 

APBDes. Kepala desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan 

kepala desa. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah 

domisili keluar desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, dan kepala desa dapat 

mengubah pelaksana kegiatan. 

b) Penyusunan rencana kerja. Kegiatan ini menyusun rencana kerja bersama 

kepala desa. Rencana kerja yang dilakukan seperti membuat uraian 

kegiatan, membuat catatan biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok 

sasaran, tenaga kerja, daftar pelaksana kegiatan. Dan rencana kerja ini 

dibuat dengan keputusan kepala desa. 

c) Sosialisasi kegiatan. Kegiatan ini dilakukan oleh kepala desa untuk 

menginformasikan dokumen APBDes, RAK dan rencana kerja kepada 

masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Kegiatan sosialisasi dilakukan 

melalui kegiatan musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah 
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dusun, musyawarah kelompok, sistem informasi desa berbasis website, 

papan informasi desa, media lain sesuai kondisi desa. 

d) Pembekalan pelaksana kegiatan. Pembekalan ini dilakukan oleh kepala 

desa untuk mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di desa. 

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah 

kabupaten/kota melaksanakan pembekalan yang dilakukan dengan 

pembimbingan teknis dengan peserta yaitu; Kepala desa, Perangkat desa, 

BPD, Pelaksana Kegiatan, Panitia pengadaan barang dan jasa, Kader 

Pemberdayaan Masyarakat desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 

e) Penyiapan dokumen administrasi. Dalam persiapan dokumen administrasi 

dikoordinasi oleh kepala desa. Dokumen administrasi yang dipersiapkan 

seperti APBDes, RAK, Dokumen administrasi keuangan, dokumen foto 

sebelum kegiatan berlangsung, daftar masyarakat penerima manfaat, 

pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen 

peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat, penyiapan dokumen 

jual-beli antara warga dan kepala desa atas lahan untuk kegiatan 

pembangunan, penyiapan dokumen pernyataan dari warga untuk tidak 

meminta ganti rugi, penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi dan 

dokumen hasil analisa sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan. 

f) Pengadaan tenaga kerja Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material, 

pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta 

mendayagunakan swadaya dan gotog royong masyarakat. 
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Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan kepala desa mengkoordinasi 

kegiatan yang dilakukan meliputi: 

a) Rapat kerja pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Desa melaksanakan rapat 

kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang 

perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaporkan oleh Tim 

Pelaksana Kegiatan. Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 

tahap mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. 

b) Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, yaitu Kepala Desa 

mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir 

kegiatan ifrastruktur desa. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli 

tersebut, kepala desa mengutamaka pmanfaatan tenaga ahli yang 

berasal dari masyarakat desa. 

c) Perubahan pelaksanaa kegiatan, yaitu pemerintah daerah 

kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang 

berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunn di desa. 

d) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu Kepala Desa 

mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan 

penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. 

e) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan 

meyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada 

kepala desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan 

dan tahapan peyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun 
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berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang 

diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 

f) Musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, yaitu 

Badan Permusyawaratan Desa meyelenggarakan musyawarah desa 

dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang diselenggarakan 

setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun 

anggaran berikutnya. 

g) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa, yaitu 

dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan 

pembangunan desa. 

Tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karang Rejo 

dilakukan melalui dua proses yaitu persiapan dan pelaksanaan. Hal ini sesuai 

dengan yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa yang menyatakan bahwa: 

“Dalam tahapan atau proses persiapan di Desa Karang Rejo membentuk 
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 
(P2HP). Dan dalam tahapan atau proses pelaksanaan hal ini dilaksanakan 
dengan prinsip Padat Karya Tunai (PKT) prinsip ini merupakan prinsip 
dengan memperhatikan masyarakat sekitar dimana para pekerja merupakan 
warga dengan kondisi kesejahteraan keluarga yang kurang mampu atau 
rumah tangga miskin.” 
Sumber: Hasil wawancara 23 Maret 2020 

Hasil wawancara diatas juga seperti yang di kemukakan oleh Bapak Kaur 

Perencanaan seperti berikut ini: 

“Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa Karang Rejo 

menerapkan prinsip PKT atau Padat Karya Tunai yaitu dimana para pekerja 
merupakan masyarakat desa Karang Rejo yang merupakan keluarga kurang 
mampu atau yang berada pada tingkat kesejahteraan prasejahtera sehingga 
dapat membantu perekonomian masyarakat dan secara tidak langsung 
membantu kesejahteraan masyarakat.” 
Sumber: Hasil wawancara  9 Maret 2020 
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Berikut ini Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang 

Pembangunan di Desa Karang Rejo tahun 2017 hingga 2019 yang tertera dalam 

tabel 4.9, 4.10, dan tabel 4.11. 

Tabel 4.9 Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan tahun 
2017 

No. Lokasi 
Jenis 

Prasarana 

Tipe 
Kontruksi 

Utama 

Sifat 
Pekerjaan 

Volume 
Realisasi Biaya 

(Rupiah) Pjg(M) Unit 

1 Dusun 
Abdi 
Guna 

Pembuatan 
Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

140.8 1 36.539.408,60 

2 Dusun 
Suka 
Maju 

Pembuatan 
Drainase 

Parit 
Beton 

Pembuatan 
baru 

125 1 139.950.115 

3 Dusun 
Mekar 
Sari 

Pembuatan 
Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

300 1 78.848.948,40 

4 Dusun  
Mandiri 
I 

Pembuatan 
Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

238 1 62.868.513,80 

5 Dusun 
Mandiri 
II 

Pembuatan 
Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

138 1 36.787.926,80 

6 Dusun 
Pelita 

Pembuatan 
Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

388 1 101.543.535 

7 Dusun 
Pelita 

Pembuatan 
Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru  

220 1 58.176.071,20 

8 Dusun 
Serba 
Jadi 

Pembuatan 
Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

566 1 147.748.724,40 

9 Dusun 
Cikal 
Bakal 

Penyertuan 
Jalan 

Penyertua
n Jalan 

Pembuatan 
Baru 

434 1 25.701.400 

10 Dusun 
Ampera 

Penyertuan 
Jalan 

Pnyertuan 
Jalan 

Pembuatan 
Baru 

1.500 1 85.953.100 

11 Dusun 
Ampera 

Penyertuan 
Jalan 

Penyertua
n Jalan 

Pembuatan 
Baru 

384 1 22.919.400 

12 Dusun 
Mulia 
Bakti 

Gorong-
Gorong 

Gorong-
Gorong 

Pembuatan 
Baru 

3,6 2 15.027.080 

13 Kantor 
Desa 

Pagar 
Kantor 
Desa 

Pintu 
Pagar 
Kantor 
Desa 

Pembuatan 
Baru 

2 1 3000.000 

Jumlah Biaya  815.064.223,2 
Sumber: Kantor Desa Karang Rejo tahun 2019 

Dari tabel 4.8 Realisasi penggunan dana desa dalam bidang pembangunan 

infrastruktur terdapat 13 pembangunan yang terlaksana sesuai dengan kegiatan 
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yang terdapat dalam RAK dengan jumlah dana sebesar Rp. 815.064.223,2. 

Rencana anggaran yang terdapat dalam RAK terealisasi secara keseluruhan dan 

dan tidak terdapat selisih antara anggaran dan realisasi. Hal ini dapat terjadi 

karena anggaran yang terdapat dalam RAK merupakan anggaran yang 

direncanakan sesuai dengan dana yang diterima oleh pemerintah desa.  

Apabila terdapat selisih atau perbedaan antaran RAK dengan Laporan 

Realisasi hal ini disebabkan karena adanya anggaran yang tidak teralisasi 

disebabkan kegiatan diluar aturan yang telah ditetapkan ini penyebab terjadinya 

penurunan realisasi dengan anggaran. Apabila terdapat perbedaan yang meningkat 

antara realisasi dengan anggaran hal ini disebabkan karena adanya silpa pada 

tahun sebelumnya dan dimanfaatkan pada tahun berjalan ini atau tahun berikutnya 

dan juga disebabkan oleh kondisi cuaca pada saat pelaksanaan kegiatan. Hal ini 

juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Kaur Keuangan yaitu Bapak Dedy 

suhanda sebagai berikut: 

“Terjadinya perbedaan atau selisih antara anggaran dengan realiasi ini 
disebabkan oleh 2 penyebab dan juga ada 2 perbedaan atau selisih yang 
terjadi yaitu adanya selisih menurun dan selisih meningkat antara anggaran 
dan realisasi. Perbedaan selisih menurun ini disebabkan karena ada 
kegiatan yang sudah dianggarkan ternyata dalam aturan kegiatan tersebut 
tidak tercantum atau diluar aturan hal ini menyebabkan kegiatan tersebut 
harus dihapuskan dan tidak dapat dilaksanakan hal inilah yang menyebakan 
anggaran dengan realisasi terjadi penurunan. Dan untuk perbedaan selisih 
yang meningkat ini disebabkan karena adanya silpa pada tahun sebelumnya 
yang dapat dimanfaatkan pada tahun berikutnya hal ini dapat membuat 
anggaran dan realisasi berbeda dan meningkat serta kemungkinan terjadi 
kendala pada saat pelaksanaan kegiatan contohnya cuaca yang tidak 
menentu ini juga menjadi penyebab anggaran dengan realisasi mengalami 
peningkatan.” 
Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020 

Dari tabel 4.9 dan hasil wawancara diatas maka realisasi pembangunan 

infrastruktur dengan rencana anggaran kas bisa saja sama dan juga  bisa terjadi 
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perbedaan. Hal ini harus sesuai dengan peraturan dan faktor-faktor yang mungkin 

terjadi pada saat pelaksanaan. Karena untuk dapat melaksanakan pembangunan 

sesuai dengan dana yang diterima desa Karang Rejo mempertimbangkan kondisi 

geografis setiap dusun dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat ditentukan 

prioritas pembangunan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan RAK. 

Tabel 4.10 Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan tahun 
2018 

No. Lokasi 
Jenis 

Prasarana 

Tipe 
Kontruksi 

Utama 

Sifat 
Pekerjaan 

Volume 
Realisasi Biaya 

(Rupiah) Pjg(M) Unit 

1 Dusun 
Serba 
Guna 

Pembangun
an Drainase 

Parit 
Beton 

Pembuatan 
Baru 

136 1 106.240.500 

2 Dusun 
Abdi 
Guna 

Pembuatan 
Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
baru 

64 1 27.265.560 

3 Dusun 
Suka 
Maju 

Pembuatan 
Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

137 1 67.773.080 

4 Dusun  
Mekar 
Sari 

Pembangun
an Drainase 

Parit 
Beton 

Pembuatan 
Baru 

80 1 49.849.500 

5 Dusun 
Mandiri 
I 

Pembuatan 
Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

196 1 142.339.350 

6 Dusun 
Mandiri 
II 

Pembuatan 
Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

42 1 33.007.440 

7 Dusun 
Cikal 
Bakal 

Pembangun
an Drainase 

Parit 
Beton 

Pembuatan 
Baru  

200 1 128.337.500 

8 Dusun 
Suka 
Mulia 

Pembuatan 
Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

75 1 37.532.400 

9 Dusun 
Suka 
Mulia 

Pembangun
an Jalan 

Rabat 
Beton 

Pembuatan 
Baru 

150 1 49.378.000 

10 Dusun 
Serba 
Jadi 

Pembangun
an Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

150 1 74.195.600 

11 Kantor 
Desa 

Pembangun
an Plank 

Pembangu
nan Plank 

Pembuatan 
Baru 

- 1 5.052.500 

12 Kantor 
Desa 

Pembangun
an Ruang 

Ruang 
BPD dan 
Gedung 

Pembuatan 
Baru 

- 2 31.837.670 

Jumlah Biaya  752.809.100 
Sumber: Kantor Desa Karang Rejo tahun 2019 
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Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan 

sebesar -7.63% dikarenakan jumlah dana desa yang diterima juga mengalami 

penguranngan hal ini juga menghambat pemerintah Desa Karang Rejo dalam 

melaksanakan pembangunan apalagi melaksanakan kegiatan dibidang 

pemberdayaan. 

Tabel 4.11 Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan tahun 
2019 

No. Lokasi 
Jenis 

Prasarana 

Tipe 
Kontruksi 

Utama 

Sifat 
Pekerjaan 

Volume 
Realisasi Biaya 

(Rupiah) Pjg(M) Unit 

1 Dusun 
Suka 
Maju 

Pembangun
an Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

90 1 47.812.220 

2 Dusun 
Mulia 
Bakti 

Pembangun
an Jalan 

Rabat 
Beton 

Pembuatan 
baru 

84 1 47.355.000 

3 Dusun 
Mekar 
Sari 

Pembangun
an Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

131,2 1 37.524.530 

4 Dusun  
Ampera 

Pembangun
an Jalan  

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

225 1 115.845.820 

5 Dusun 
Ampera 

Pambangun
an Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

195 1 101.957.610 

6 Dusun 
Serba 
Jadi 

Pembangun
an Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru 

200 1 101.309.420 

7 Dusun 
Serba 
Guna 

Pembangun
an Jalan 

Paving 
Block 

Pembuatan 
Baru  

150 1 78.618.100 

8 Dusun 
Mulia 
Bakti 

Pembangun
an Jalan 

Rabat 
Beton 

Pembuatan 
Baru 

158 1 42.124.000 

9 Dusun 
Suka 
Mulia 

Pembangun
an Jalan 

Paving 
Block  

Pembuatan 
Baru 

100 1 52.911.000 

10 Dusun 
Cikal 
Bakal 

Pembangun
an Drainase 

Parit 
Beton  

Pembuatan 
Baru 

200 1 137.032.500 

11 Dusun 
Mekar 
Sari 

Rehabitilas 
Lapangan 
Voli 

Rehabilita
s Lapang 
Voli 

Pembuatan 
Baru 

- 1 26.223.000 

Jumlah Biaya  788.713.200 
Sumber: Kantor Desa Karang Rejo tahun 2019 

Pelaksanaan pembangunan tahun 2018 ke tahun 2019 menagalami 

peningkatan yaitu sebesar 4.76%. Peningkatan ini dapat terjadi karena jumlah 

dana yang diterima oleh pemerintah desa mengalami peningkatan juga sebesar 
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14.25%. Peningkatan pembangunan ini juga dilakukan karena memilihat kondisi 

desa dan asprasi masyarakat. 

Jadi dari Laporan Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa dari tahun 2017-

2019, pelaksanaan pembangunan didesa Karang Rejo disesuai dengan dana desa 

yang diterima setiap tahunnya dan prioratas penggunaan dana desa untuk setiap 

tahun yaitu berfokus pada bidang pembangunan infrastruktur untuk setiap dusun. 

4.2.1.3. Penatausahaan 

Penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara desa. 

Kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa berupa kegiatan 

penerimaan dan pengeluaran serta kegiatan tutup buku. Kegiatan penerimaan dan 

pengeluaran dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas 

Pembantu Pajak dan Buku Bank. Kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh 

bendahara desa harus dilaporkan kepada kepala desa hal ini sebagai laporan 

pertanggungjawaban bendahara desa kepada kepala desa.  Dan kegiatan tutup 

buku yang dilakukan oleh bendahara desa harus dilakukan secara berkala setiap 

bulan begitu juga dengan pertanggungjawaban yang dilakukan harus disampaikan 

pada setiap bulan dan paling lambat setiap tanggal 10. 

Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. 

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk membantu Buku Kas Umum, dalam 

rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Buku Bank 

digunakan untuk membantu Buku Kas Umum, dalam rangka penerimaan dan 

pegeluaran yang berhubungan dengan uang bank.  

Seiring dengan perkembangan teknologi pemerintahan Republik Indonesia 

terus meningkatkan upaya untuk terus dapat menghasilkan kinerja yang baik 

untuk kemajuan Negara. Hal ini membuat Badan Pengawas Keuangan 
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Pembangunan bersama dengan Menteri-menteri membuat suatu aplikasi sistem 

yang dapat memudahkan pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan dan 

meningkatkan kinerja serta meminimkan kecurangan. Aplikasi yang diciptakan 

yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).  

Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Karang Rejo pada 

tahun 2017 masih secara manual dan pada tahun 2018-2019 sudah menggunakan 

SISKEUDES. Dimana bendahara didesa Karang Rejo merupakan Kaur Keuangan 

Desa Karang Rejo yang dibantu oleh staf keuangan untuk melaksanakan 

penatausahaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Bapak Dedi Suhanda selaku Kaur Keuangan Desa Karang Rejo yaitu: 

“Dalam penatausahaan keuangan desa, desa Karang Rejo masih 

menggunakan penatausahaan secara manual ditahun 2017. Tahun 2018-
2019 penatausahaan keuangan desa sudah menggunakan siskeudes. 
Penatausahaan yang dilakukan yaitu Buku Kas Umum Desa, Buku 
Pembantu Bank, Buku Pembantu Penerimaan, Buku Pembantu Kegiatan, 
Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Pajak Rekab, Buku 
RekapitulasiPanjar, Register SPP Pengeluaran, dan Register Kwitansi 
Pembayaran. Dengan adanya siskeudes ini sudah sangat memudahkan 
pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan karena sudah 
teraplikasi dengan baik dan mudah untuk dioperasikan dan laporan yang 
dihasilkan akan ditujukan kepada menteri keuangan melalui bendahara 
kabupaten.” 
Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020 

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Suliadi Solehan selaku Kepala 

Desa Karang Rejo mennyatakan bahwa: 

“Untuk penatausahaan keuangan desa tahun 2017 masih dilaksanakan 

secara manual, namun tahun 2018-2019 pemerintah desa Karang Rejo 
sudah menggunakan siskeudes. Siskeudes ini sangat memudahkan 
pemerintah desa dalam membuat laporan dan menciptakan pemerintahan 
yang baik”. 
Sumber: Hasil wawancara 23 Maret 2020. 
 
Dari hasil wawancara diatas maka penatausahaan keuangan desa Karang 

Rejo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pemendagri No. 113 tahun 
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2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa Karang Rejo juga 

sudah menggunakan Aplikasi Siskeudes yang dapat memudahkan pemerintah 

desa dalam membuat laporan-laporan keuangan serta menciptakan pemerintahan 

yang baik. 

4.2.1.4. Pelaporan 

Bentuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes melalui dua tahap 

pelaporan. Pelaporan yang dimaksud adalah laporan semester pertama yang 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan 

semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari 

tahun berikutnya. Pelaporan tersebut sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaa Keuangan Desa. 

Sistem penyusunan laporan keuangan yang dialkukan oleh pemerintah 

desa saat ini sudah sangat mudah yaitu dengan menggunakan sistem keuangan 

desa (siskeudes). Dengan siskeudes ini sangat memudahkan pemerintah desa dalm 

menyusun laporan dikarenakan siskeudes yang mudah untuk dipahami. 

Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Karang Rejo melalui 3 

termin yaitu 20%, 40% dan 40%. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Bapak Kaur Keuangan yaitu Bapak Dedi Suhanda bahwa: 

“Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karang Rejo yaitu 
melalui 3 termin yaitu 20%, 40% dan 40%. Jadi pada saat dana desa 
diterima melalui 3 termin tersebut maka pada setiap termin yaitu termin 
pertama sebesar 20% ini harus dibuat Laporan pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban begitu pula untuk termin selanjutnya dan  laporan ini 
akan disampaikan pada akhir tahun. Laporan yang telah selesai akan 
disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Bendahara Kabupaten 
atau BPKAD yaitu Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah”. 
Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020 
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Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa yaitu Bapak 

Suliadi Solehan yang juga menyebutkan bahwa sistem pelaporan keuangan desa 

ini melalui 3 termin sebagai berikut: 

“Pada tahap pelaporan yang berkaitan dengan dana desa pemerintah desa 

Karang Rejo melakukan pelaporan melalui 3 termin, dimana pelaporan 
tersebut berkaitan dengan sistem pencairan dana desa dari tahun 2015-
2019 yang melalui 3 termin yaitu 20%, 40% dan 40%. Jadi sistem 
pelaporannya yaitu pada termin pertama dana desa dicairkan dan 
dilaksanakan kegiatan atau program yang telah ditentukan dan dibuat 
laporan pelaksanaan kegiatan tersebut, kemudian dilanjut dengan termin 
berikutnya yaitu 40% dan dilaksanakan kegiatan serta dibuat laporan 
pelaksanaan kegiatan serta begitu juga dengan termin berikutnya hingga 
selesai. Dan setelah 3 termin sudah terlaksana maka laporan terakhir yaitu 
merangkum 3 termin kegiatan tersebut dan dilaporkan pada akhir periode 
sebelum 31 Desember tahun anggaran dan laporan tersebut ditujukan 
kepada Menteri Keuangan melalui bendahara Kabupaten.”. 
Sumber: Hasil wawancara 23 Maret 2020 
 
Jadi dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan 

keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa Karang Rejo sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku yaitu Pemendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa. Pelaporan yang dilakukan didesa Karang Rejo yaitu melalui 3 

termin yaitu sesuai dengan penyaluran dana desa dari APBN yaitu 20%, 40% dan 

40% dan akan dirangkum menjadi satu setiap akhir periode sebelum 31 Desember 

dan disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Bendahara Kabupaten. 

4.2.1.5. Pertanggung jawaban 

Setelah melaksanakan kegiatan atau program pembangunan maka Kepala 

Desa harus melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan dari 

kegiatan tersebut. Laporan ini disampaikan oleh Kepala Desa kepala Bupati atau 

Walikota. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap akhir tahun 

anggaran atau paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran. 
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Laporan yang disampaikan berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan 

Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

dilampiri: format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per berkenaan, 

format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. 

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kepala desa juga harus 

disampaikan atau diinformasikan kepada seluruh masyarakat melalui media tulis 

atau media informasi lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hal 

ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kaur Keuangan yaitu Bapak 

Dedi Suhanda yaitu: 

“Dalam hal LPJ atau laporan pertanggungjawban ini harus disampaikan 
secara transparan baik kepada Pemerintah Pusat, Bupati atau Wali kota 
dan masyarakat serta pihak-pihak yang membutuhkan laporan ini. 
Transparansi ini dilakukan agar semua masyarakat atau pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat melihat secara jelas kegiatan-kegiatan apa saja yang 
sudah dilakukan pemerintah desa dalam memajukan desa dan 
memanfaatkan semua dana yang diterima. Dan transparansi ini kami 
bentuk melalui baliho yang terdapat diteras Kantor Desa Karang Rejo”. 
Sumber: Hasil wawancara 9 Maret 2020. 
  

Jadi laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa Karang 

Rejo sudah dilakukan sesuai dengan Pemendagri No. 113 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini desa Karang Rejo sudah menerapkan prinsip 

transparansi yaitu dengan membuat baliho APBDes Karang Rejo. Baliho ini 

dibuat dengan tujuan agar seluruh masyarakat serta pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat melihat kegiatan yang sudah dijalankan serta 

penganggarannya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

a) Pengelolaan Dana Desa di Desa Karang Rejo dalam meningkatkan 

tingkat kesejahteraan masyarakat belum dilaksanakan atau belum 

terlaksana karena prioritas penggunaan dana desa di Desa Karang Rejo 

yaitu Pembangunan Infrastruktur. Untuk meningkatkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa Karang Rejo menjalankan 

program atau kegiatan dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana 

Desa yang bersumber dari APBD. 

b) Tingkat efektifitas pemanfaatan dana desa dalam bidang pembangunan, 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di katakan sudah efektif 

karena dilihat dari Rencana Anggaran Kas dana desa dengan Realisasi 

kegiatan dana desa sudah terealisasi 100% dan berjalan sesuai dengan 

penilaian efektifitas dana desa yaitu telah sesuai dengan pencapaian 

tujuan yang ditetapkan, ketepatan waktu yang digunakan,  kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan manfaat dana desa serta hasil pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan harapan masyarakat. Semua masyarakat serta 

toko-toko masyarakat juga berperan aktif dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan. Dan juga prinsip transparansi juga sudah diterapkan dalam 

bentuk baliho APBDes sehingga pemerintah desa Karang Rejo dalam 

hal laporan pertanggungjawaban sudah dikatakan baik.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan 

kesimpulan yang penulis peroleh maka saran-saran yang dapat dipertimbangkan 

yaitu sebagai berikut: 

a) Untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat perlu 

dilaksanakan program-program atau kegiatan dibidang pemberdayaan 

dan pembangunan yang mengarah atau bertujuan untuk tingkat 

kesejahteraan masyarakat karena pembangunan yang mendasar berasal 

dari sumber daya manusia yaitu masyarakat. 

b) Untuk dapat menjalankan ketiga prioritas penggunaan dana desa yaitu 

pada bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan, sebaiknya 

pemerintah desa membuat rencana anggaran kegiatan untuk tahun 

berikutnya pada bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan 

sehingga diharapkan pertambahan anggaran dapat disetujui oleh 

pemerintah pusat untuk meningkatkan ke 3 (tiga) bidang tersebut.  
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